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BAGIAN I. 
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama 

yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) APBN

b. Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden 

dengan memperhatikan pertimbangan DPD
c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
d. Memberikan persetujuan atas perjanjian intemasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 

keuangan negara

Dalam mendukung fungsi anggaran tersebut, DPR RI didukung oleh Badan Keahlian 

DPR RI sebagai lembaga pendukung {supporting system) DPR RI. Sebagai lembaga 

pendukung yang bertugas mendukung fungsi utama DPR RI, Badan Keahlian didukung 

oleh 5 unit eselon II yaitu: Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas 

Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.
Terkait fungsi anggaran, DPR RI didukung oleh Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan 

Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, PKA 

memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di 
bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PKA memiliki beberapa 

fungsi yaitu:

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;

b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;

c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;



d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan 
Pusat Kajian Aggaran;

e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;

f) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran

g) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
h) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;

i) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;

J) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,

k) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI,

Berdasarkan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pusat kajian Anggaran, Pusat Kajian 

Anggaran merupakan pengembangan tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada 

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah 

Badan Keahlian terbentuk pada tahun 2015, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan 

APBN berubah menjadi Pusat Kajian Anggaran di bawah Badan Keahlian DPR RI. Dalam 

melaksanakan Tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi 
sebagai berikut:

> Visi

Pusat Kajian Anggaran yang professional: mempunyai makna bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai 
kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik 

dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta 

kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal: mempunyai makna bahwa Pusat Kajian 

Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana- 
rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat 
diimplementasikan.
Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel: mempunyai makna bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran 

mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk 

pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR 

dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.



> Misi

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung 

proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan.
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN

B. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama

Jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Jabatan 

Fungsional Tertentu (JFT) yang diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

No.39 Tahun 2014. Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud dengan Jabatan 

Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam 

lingkungan Sekretariat Jendera! DPR RI. Atas ruang lingkup jabatan tersebut, Analis 

APBN Ahli Pertama memiliki 4 tugas utama yaitu:

1. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD. 
Analisis yang dilakukan dengan prosedur: penentuan tema, pengumpulan data awal, 
penentuan outline, penulisan analisis, diskusi dengan pakar, perbaikan analisis, 
presentasi analisis, dan mendokumentasikan hasil analisis

2. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk 

menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan 

penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, 
Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara 

individual, sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan referensi dilakukan dengan 

prosedur: penyusunan draft referensi, diskusi referensi dengan pakar, melakukan 

perbaikan referensi, menyelenggarakan presentasi referensi, dan mendokumentasikan 

hasil referensi

3. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC) secara individual, sebagai anggota atau ketua 

tim. Penulisan ARC dilakukan dengan prosedur: penyusunan analisis, presentasi ARC 

dengan pakar, dan melakukan dokumentasi hasil ARC
4. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta 

ARC sebagai penyaji, pakar, pembahas, moderator, dan peserta/anggota diskusi.



BAGIAN II.
RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSIISU

1. Belum Optimalnya Koordinasi Antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI tahun 2016, diketahui bahwa jenis layanan dengan skor terrendah 

dalam hal kepuasan adalah Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan (skor: 71,98) dan 

Kemudahan mendapatkan layanan (skor: 71,60). Secara mendalam, survey ini juga 

menghasilkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan nilai terrendah pada jenis-jenis 

layanan Badan Keahlian DPR RI yaitu:

a. Banyak anggota yang tidak menerima produk BK DPR RI, perlu ada yang 

bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya
b. Terbilkan hasil penelitianyang sesuai dengan pembahasan di DPR RI, cepat dan 

mudah di akses

Atas kondisi ini dan testimoni Analis APBN, perlu adanya penguatan koordinasi 
dengan Anggota DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Penguatan 

koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dan produk 

yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Apabila kondisi ini dibiarkan 

terus menerus, dikhawatirkan bahwa produk yang dikerjakan Badan Keahlian DPR RI, 
khususnya PKA tidak relevan dengan kebutuhan Anggota DPR RI.

Komisi IX menjadi pilihan penulis karena berdasarkan Undang-Undang nomor 9 

tahun 2009 terdapat anggaran yang sifatnya wajib atau mandatory yaitu anggaran 

kesehatan. Besaran anggaran kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut adalah 5 

persen dari total belanja negara. Selain anggaran kesehatan pada Komisi IX yang sifatnya 

strategis, penulis memilih Komisi IX karena mentor dan penulis pemah ditugaskan untuk 

melakukan pendampingan pembahasan APBN di Komisi IX. Hal ini diharapkan dapat 
menjadi nilai tambah untuk mempermudah pengerjaan aktualisasi.

2. Belum Optimalnya Penyimpanan Data Pendukung Kinerja PKA
Berdasarkan testimoni Analis APBN dan observasi yang telah dilakukan selama 2 

bulan, diketahui bahwa terdapat hal-hal yang perlu dibenahi terkait penyimpanan data 

pendukung kinerja PKA. Data-data yang perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan 

adalah: data materi presentasi pakar dan data nomor telepon pakar. Saat ini penyimpanan 

data presentasi pakar masih tercecer diantara Analis APBN, begitu juga data nomor



telepon pakar. Dalam jangka panjang apabila permasalahan ini tidak dibenahi, PKA akan 

mengalami kesulitan dalam menyediakan data-data referensi yang andal untuk 

pembuatan analisis. Selain itu terdapat potensi kesulitan dalam mengundang pakar 
apabila tidak terdapat 1 database yang jelas.

3.Belum Optimalnya Kemampuan Metode llmiah dan Penulisan CPNS Analis 

APBN
Berdasarkan testimoni Analis APBN dan testimoni CPNS Analis APBN, 

diperlukan pelatihan dasar metode ilmiah dan penulisan. Hal ini senada dengan salah satu 

rekomendasi basil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jendera! dan 

Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi 
Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keahlian DPR RI adalah upgrading berkelanjutan, 
berkorelasi dengan reward dan punishment, hams kompeten dan professional. Perlunya 

pelatihan metode ilmiah dan penulisan dasar ini karena disadari bahwa latar belakang 

CPNS Analis APBN berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda sebelum 

menjadi CPNS Analis APBN. Apabila tidak ada pelatihan kemampuan dasar yang 

disetarakan, dikhawatirkan akan menghambat kinerja Pusat Kajain Anggaran terutama 

dalam hal penulisan analisis, ARC, buku, dan produk penulisan lainnya.



B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

No Isu Kriteria Jumlah
NilaiU S G

1 Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota
DPR Rl (Komisi IX)

5 4 5 14

2 Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA 4 3 4 n
3 Belum optimalnya Kemampuan Metode Ilmiah dan Penulisan

CPNS Analis APBN
4 4 5 13

Berdasarkan Anaiisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih ada ah :

1) Isu ke-1 dengan rumusan isu : Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan 

Anggota DPR RI (Komisi IX)

C. PEMILIHAN GAGASAN PRIORITAS

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Anaiisis USG

No Gagasan
Kriteria Jumlah

U S G Nilai

Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX 5 4 3 12

2 Inventarisasi isu dan data APBN Komisi IX 4 5 5 14

3 Koordinasi dengan sekretariat Komisi IX via Biro

Persidangan
3 4 4 11

Berdasarkan Anaiisis USG tersebut di atas, maka gagasan yang dipilih adalah :
1) Gagasan ke-2 dengan rumusan gagasan : Inventarisasi isu dan data APBN Komisi IX



a RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja 
Identiflkasi Isu

Isu yang Diangkat 
Gagasan Pemecahan Isu

Gagasan terpllih adalah

Pusat Kajian Anggaran
1. Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
2. Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA
3. Belum optimalnya kemampuan metode ilmiah dan penulisan CPNS Analis APBN
Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
1. Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX
2. Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX
3. Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX via biro persidangan 
Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

Matrlk Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

Kontribusi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan NUai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Konsultasi dengan 

pimpinan
1. Mengagendakan 

pertemuan dengan 
pimpinan

2. Konsultasi terkait 
pelaksanaan aktualisasi

Surat keterangan 
melaksanakan kegiatan 
aktualisasi

Dari segi Agenda II, kegiatan 
konsultasi memenuhi nilai
Akuntabilitas. Hal ini karena 
dengan adanya output berupa 
surat keterangan melaksanakan 
kegiatan aktualisasi, menjadi alat 
akuntabilitas yang jelas

Selaras dengan keterkaitan 
substansi mata pelatihan, 
kegiatan konsultasi dengan 
pimpinan berkontribusi dalam 
mewujudkan visi pusat kajian 
anggaran yang akuntabel

Kegiatan konsultasi 
dengan pimpinan 
memenuhi nilai 
professional pada nilai 
organisasi Setjen dan
BK DPR RI. Dengan 
perwujudan nilai 
akuntabilitas, maka 
nilai professional 
organisasi semakin 
menguat
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

Kontribusi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5. Membuat database 

kontak tenaga ahli 
komisi

satu bentuk implementasi 
Whole of Government.

Membuat form 
daftar inventarisasi 
isu APBN komisi 
IX dan panduan 
pengisian form

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

2. Mereview anggaran- 
anggaran mitra kerja 
utama pada komisi IX

3. Membuat format form 
inventarisasi isu dan 
panduan pengisian form

4. Menyebarkan form 
daftar inventarisasi isu 
komisi IX

Format form 
inventarisasi isu

Dari segi agenda II, kegiatan 
inventarisasi isu memenuhi 
konsep komitmen mutu, 
hal ini karena terdapat 
inovasi pada proses 
pengumpulan isu APBN 
dengan media penyebaran 
form
Dari segi agenda III, 
kegiatan inventarisasi 
memenuhi konsep 
Pelayanan Publik. Hal ini 
karena kegiatan 
inventarisasi isu 
mengakomodir kebutuhan 
Anggota Dewan dalam 
mendapatkan analisis yang 
sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan inventarisasi isu 
mewujudkan visi pusat kajian 
anggaran yang andal. Dengan 
penyediaan analisis yang sesuai 
dengan kebutuhan anggota 
dewan, merepresentasikan 
keandalan pusat kajian anggaran

Kegiatan 
inventarisasi isu 
menguatkan nilai 
professional 
organisasi Setjen dan 
BK DPR RI

Sosialisasi dan 
Veriflkasi hasil form

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

2. Pembuatan materi 
presentasi tentang tusi 
pusat kajian anggaran

3. Mempresentasikan tusi 
PKA

Media presentasi 
tusi PKA 
Form isu yang 
telah terisi

Dari segi agenda II, kegiatan 
sosialisasi memenuhi 
konsep Etika Publik, 
karena terdapat bentuk 
komunikasi yang dilakukan 
sesuai dengan prinsip- 
prinsip etika publik

Sosialisasi menguatkan visi 
pusat kajian anggaran yang 
andal. Diharapkan dengan 
sosialisasi yang jelas dapat 
menguatkan koordinasi dan 
integrasi pusat kajian anggaran 
dengan Alat Kelengkapan 
Dewan (AKD)

Sosialisasi menguatkan 
nilai professional 
Setjen dan BK DPR RI. 
Sosialisasi yang balk 
merupakan bentuk 
profesionalitas dan 
pelayanan yang baik 
kepada anggota dewan



No

1.

Keglatan

2.

Tahapan Kegiatan

3.

Output / Hasil

4.

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

5.

Kontribusi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

6.

Penguatan NUai 
Organisasi

7.
4. Wawancara atau tanya

jawab mengenai hasil 
pengisian form

Dari segi agenda III,
kegiatan sosialisasi 
niemenuhi konsep 
Pelayanan Publik, karena 
sosialisasi dilakukan sebagai 
bentuk pelayanan kepada 
komisi

Pengumpulan form
data APBN yang 
dibutuhkan PKA 
untuk analisis 
mendatang

1. Konsultasi dan
koordinasi dengan 
mentor

2. Mengumpulkan data 
yang relevan untuk 
analisis mendatang

3. Melakukan penyusunan 
database data APBN 
mitra kerja komisi IX

Dokumen data APBN
mitra kerja Komisi IX

Penyusunan laporan
kegiatan

I. Melakukan koordinasi
dengan mentor

Dari segi agenda II, kegiatan
pengumpulan dan 
penyimpanan data APBN 
komisi IX merupakan 
pemenuhan konsep 
komitmen mutu. Hal ini 
karena dengan pengumpulan 
data APBN, pembuatan 
analisis di masa yang akan 
datang menjadi lebih 
eflsien.
Dari segi agenda III, 
kegiatan pengumpulan dan 
penyimpanan data APBN 
komisi IX merupakan 
pemenuhan konsep Whole 
of Government. Hal ini 
karena adanya koordinasi 
yang baik, kebutuhan data 
untuk penyelesaian 
pekerjaan dapat terpenuhi

Laporan pelaksanaan
kegiatan aktualisasi

Dari segi agenda II, kegiatan
penyusunan laporan merupakan

Kegiatan pengumpulan data 
APBN komisi IX merupakan 
salah satu langkah kontribusi 
menuju visi Pusat Kajian 
Anggaran yang professional. 
Dengan tersedianya data yang 
andal akan mendukung kinerja 
Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan pengumpulan 
data APBN komisi IX 
menguatkan nilai 
professional Setjen dan 
BK DPR RI.

Pembuatan laporan kegiatan 
berkontribusi secarajelas dalam

Pembuatan laporan 
merupakan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Ontpat / Hasil Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

Kontribiisi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. Melakukan rekapitulasi

lampiran output
3. Melakukan penulisan

laporan
4. Melakukan pencetakan 

laporan

implementasi nilai Akuntabilitas.
Hal ini karena laporan kegiatan 
merupakan salah satu alat 
mekanisme akuntabilitas

mewujudkan pusat kajian 
anggaran yang akuntabel

implementasi 
penguatan nilai 
akuntabilitas.
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E. POTENSI KENDALA

Terdapat beberapa hai yang menjadi potensi kendala dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi 

data Komisi IX. Berikut hal-hal yang diidentifikasi menjadi potensi kendala pelaksanaan 

kegiatan:

1. Dinamika kerja anggota dewan dan atau sekretariat Komisi IX yang berpotensi tidak 

menentu. Hal ini dapat mengancam ketepatan waktu penyelesaian tugas

2. Tidak lengkapnya data yang disediakan komisi IX untuk mendukung kinerja PKA

3. Keterbatasan waktu penyelesaian analisis apabila terdapat tugas pokok PKA

4. Sulitnya mendapatkan kontak-kontak penting untuk penyelesaian kegiatan

F. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

No

4.

5.

Kegiatan/ 
Tahapan Kegiatan

Konsultasi dengan 
pimpinan
Perencanaan kegiatan 
inventarisasi data Komisi 
IX
Koordinasi dengan 
Sekretariat Komisi IX 

perihal linimasa program
Membuat form daftar 
inventarisasi isu APBN 
komisi IX dan panduan 
pengisian form
Sosialisasi dan Veriflkasi 

basil form
Pengumpulan form data 

APBN yang dibutuhkan 
PKA untuk analisis 
mendatang

7. Penyusunan laporan 
kegiatan

Keterangan:
Libur Hari Raya 
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

JUNI AGUSTUS SEPT
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Unit Kerja 

Identifikasi Isu

Isu yang 
Diangkat 
Gagasan 
Pemecahan Isu

Gagasan terpilih 
adalah

BAGIAN III
PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Pusat Kajian Anggaran

1. Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)

2. Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA

3. Belum optimalnya kemampuan metode ilmiah dan penulisan CPNS Analis APBN 

Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)

1. Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX
2. Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX
3. Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX via biro persidangan 

Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

A. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi
Kcgiatan I

..li.,...' i. i-'-'- —1 '  ......................................................................

Konsultasi dengan pimpinan

Tahapan Kegiatan 1. Mengagendakan pertemuan dengan pimpinan
2. Konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi

Output Surat keterangan melaksanakan kegiatan aktualisasi (SKMK). Bukti SKMK 

dapat dilihat pada lampiran 1.

Tanggal Pelaksanaan Rabu, 30 Mei 2018

Hambatan Terdapat satu hambatan pada kegiatan 1 yaitu kesalahan pelaksana
aktualisasi karena belum melengkapi SKMK dengan paraf'dari Mentor. Paraf 
dari mentor merupakan bukti bahwa SKMK telah diperiksa dan disetujui 
mentor. Namun karena miskoordinasi, pelaksana aktualisasi langung 

meminta tanda tangan Kepala Pusat Kajian Anggaran tanpa meminta paraf 
mentor.

Solusi Setelah menyadari kekurangan pada SKMK, pelaksana aktualisasi mencetak 

kembali SKMK kemudian meminta paraf mentor terlebih dahulu sebelum 

meminta persetujuan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Tahapan kegiatan / - Untuk memulai kegiatan 1, koordinasi awal dilakukan 

dengan pihak tata usaha Pusat Kajian Anggaran. Sesuai dengan hambatan 

yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksana aktualisasi berinisiatif untuk 

langsung meminta persetujuan dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran pada 

tanggal 28 Mei 2018. Namun karena diperlukanjuga paraf dari mentor, maka 

pelaksana aktualisasi kembali mengatur waktu dengan mentor agar dapat 
meminta paraf dari mentor terlebih dahulu sebelum meminta persetujuan 

Kepala Pusat Kajian Anggaran. Setelah mendapat paraf mentor, pada tanggal 
30 Mei 2018 pelaksana aktualisasi mendapatkan SKMK yang telah 

ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Tahapan 

kegiatan I telah sesuai dengan mata pelatihan mengenai Akuntabilitas. Hal 
ini karena dengan adanya SKMK, maka output tersebut menjadi bukti vana
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Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 
Tahapan kegiatan 1 juga sesuai dengan mata pelatihan Whole of Government 
OVoG) dan Etika publik. Hal ini karena mengagendakan pertemuan terkait 
dengan koordinasi yang baik dan melaksanakan etika kesopanan.

Tahapan kegiatan 2 — Bersamaan dengan pemberian persetujuan 

melaksanakan kegiatan aktualisasi, pelaksana aktualisasi juga berkonsultasi 
terkait pelaksanaan aktualisasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran. 
Dalam konsultasi yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018, pelaksana 

aktualisasi meminta arahan dan saran dari Kepala Pusat Kajian Anggaran. 
Saran dan arahan yang diberikan adalah agar dapat melaksanakan kegiatan 

aktualisasi tepat waktu tanpa mengganggu kegiatan pekerjaan primer. Selain 

itu saran yang diberikan adalah agar selalu melakukan koordinasi dengan 

mentor dan bagian sekretariat Komisi IX. Tahapan kegiatan kedua telah 

sesuai dengan mata pelatihan mengenai Komitmen Mutu dan Anti 
Korupsi. Hal ini karena proses konsultasi berupaya untuk meningkatkan 
mutu dan mencegah korupsi waktu.

Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan pimpinan sesuai dengan visi Pusat 
Kajian Anggaran yang andal. Pusat Kajian Anggaran yang andal ini 
bermakna salah satunya mampu melakukan koordinasi untuk mewujudkan 

tujuan. Secara jelas konsultasi berarti berkoordinasi untuk keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan konsultasi sesuai dengan nilai organisasi yang 

akuntabel. SKMK menjadi sebuah bukti akuntabilitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan kelika melaksanakan kegiatan aktualisasi. Sebagai 
contoh, SKMK berguna ketika terdapat pertanyaan dari Sekretariat Komisi 
IX mengenai legalitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dengan adanya 
SKMK, pihak Komisi IX past! tidak akan melarang pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi karena terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Kegiatan 2 Perencanaan kegiatan Inventarisasi data Kom&i^

Tahapan Kegiatan 1 .Konsultasi dengan mentor terkait perencanaan kegiatan;
2. Mempelajari isu-isu umum padaKomisi IX dari internet

3. Pembuatan dokumen rancangan perencanaan kegiatan

Output Dokumen perencanaan kegiatan inventarisasi data isu APBN Komisi IX. Bukti 

dokumen perencanaan kegiatan terdapat pada lampiran 2.

Tanggal Pelaksanaan 31 Mei 2018-8 Juni 2018

Hambatan Terdapat satu hambatan pada kegiatan 2 yaitu pembelajaran isu-isu Komisi IX 

dari internet. Dalam proses pembelajaran sebenamya tidak terdapat kendala, 

karena sumber-sumber pembelajaran dari internet sangat banyak. Namun yang 

menjadi kendala adalah apakah isu yang ada pada internet merupakan isu 

spesiflk yang sesuai dengan pembahasan didalam ruang sidang atau tidak.

Solusi Untuk memastikan isu yang dipelajari dari internet adalah isu yang benar-benar 

sesuai dengan hal yang dibahas dalam komisi, pelaksana aktualisasi 

berkonsultasi dengan mentor. Mentor merupakan Analis APBN Ahli Muda 

yang cukup berpengalaman dalam pembahasan anggaran di Komisi IX sehingga 

mengetahui secara spesifik isu-isu yang terdapat pada Komisi IX.

Keterkaitan Substansl 
Mata Pelatihan

Tahapan kegiatan J - Sebelum memulai kegiatan 2, pelaksana aktualisasi 

berkonsultasi dengan mentor terkait teknis perencanaan kegiatan aktualisasi. 

Konsultasi dilakukan untuk memastikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Konsultasi juga 

dilakukan untuk menentukan format output agar hal-hal penting dapat 

tersampaikan dengan baik kepada Sekretariat Komisi IX. Koordinasi dengan 

mentor sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena pada 

proses konsultasi, pelaksana aktualisasi mengidentiflkasi hal-hal teknis dan 

risiko, sehingga memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bermutu baik

Tahapan kegiatan 2 - Tahapan kegiatan kedua berguna agar pelaksana 

aktualisasi memiliki pemahaman awal atas isu-isu mengenai kesehatan dan 

ketenagakerjaan di Komisi IX. Pembelajaran mengenai isu-isu kesehatan dan 

cetenagakerjaan dilakukan nielalui media internet. Tahapan kegiatan ini sesuai 

dengan mata pelatihan Pelayanan Publik dan Manajemen ASN karena dengan 

pemahaman awal yang baik, pelaksana aktualisasi dapat memberikan pelayanan 

yang baik kepada pemangku kepentingan utama kegiatan aktualisasi ini yaitu 

Komisi IX. Pemahaman yang baik mengenai isu APBN Komisi IX juga 

menunjang peningkatan kompetensi ASN.

Tahapan kegiatan 3 - Berdasarkan hal yang telah dilakukan pada tahapan 

kegiatan 1 dan 2, tahapan kegiatan 3 dilaksanakan pada minggu pertama Bulan 

Juni. Berdasarkan konsultasi dengan mentor, disepakati bahwa rancangan 

kegiatan yang diserahkan kepada Sekretariat Komisi IX merupakan dokumen 

rancangan aktualisasi yang telah disimplifikasi pada bagian deskripsi isu, 

rumusan pemilihan isu, dan yang paling utama adalah simplifikasi pada bagian 

matriks rancangan aktualisasi. Dapat dilihat pada lampiran 3 bahwa matriks
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rancangan akiualisasi diubah menjadi matriks pedoman teknis kegiatan yang 
menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan ini 
sesuai dengan mata pelatihan Akuntabilitas, karena perencanaan yang baik 
sesuai dengan framework akuntabilitas. Pembuatan dokumen juga sesuai 
dengan mata pelatihan Nasionallsme, karena pembuatan dokumen 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Pelaksanaan kegiatan 2 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang 
profesional. Kontribusi terhadap visi ini terlihat dari tahapan kegiatan 2 dan 3 
yang berorientasi pada profesionalitas pelaksana aktualisasi. Dengan 
pemahaman yang memadai dan perencanaan teknis yang baik, mencerminkan 
profesionalitas pelaksana aktualisasi.

Penguatan Nilai 
Organisasi

Kegiatan 2 memberikan penguatan nilai professional. Sejalan dengan kontribusi 
terhadap Visi Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, maka kontribusi inijuga 
menguatkan nilai organisasi mengenai profesionalitas.

16



---------------  . ——1—
Kegiatan 3 . Koordinasi dengan Sekrctarlat Komisi IX perlhal linlraas^t>^'^am

Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor;
2. Mencari kontak sekretariat komisi IX;
3. Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu 

pertemuan;
4. Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX unluk memaparkan agenda 

program;
5. Membuat database kontak lenaga ahli komisi.

Output Dokumen laporan kegiatan pertemuan (Lampiran 3)
Foto pertemuan yang diganti potongan gambar percakapan (Lampiran 4)

Tanggal Pelaksanaan 25 Juni 2018-6 Juli2018

Hambatan Dalam pelaksanaan kegiatan 3, terdapat hambatan dalam membuat output 
laporan pertemuan. Hal ini karena pertemuan dilaksanakan secara informal 
akibat padatnya jadwal Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX. Pertemuan yang 
dilaksanakan

Solusi Untuk mengantisipasi padatnya kegiatan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX, 
pelaksana aktualisasi berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan secara 
informal agar tujuan kegiatan tetap tercapai.

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Tahapan kegiatan 2 dan 3 - Terdapat perubahan urutan tahapan kegiatan pada 
kegiatan ketiga. Sejak minggu kedua dan ketiga Bulan Juni atau saat libur Hari 
Raya Idul Fitri, pelaksana aktualisasi telah mencari kontak Komisi IX. 
Berdasarkan pencarian pada kontak, pelaksana aktualisasi berhasii 
mendapatkan kontak Ibu Minarni, S.H. yang merupakan Kepala Bagian 
Sekretariat Komisi IX. Pada saat libur Hari Raya Idul Fitri, pelaksana aktualisasi 
telah menghubungi Ibu Minarni secara informal untuk mempersiapkan 
pertemuan dengan beliau saat libur telah usai. Sebelum menghubungi Ibu 
Minarni secara informal, pelaksana aktualisasi terlebih dahulu meminta izin 
mentor melalui pesan elektronik karena dalam posisi libur Hari Raya Idul Fitri.

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik. Hal Ini karena 
sebelum memasuki ranah formal pekerjaan, pelaksana aktualisasi telah merintis 
komunikasi secara informal. Tindakan ini sesuai dengan norma kesopanan dan 
etika yang baik.

Tahapan kegiatan /- Berdasarkan komunikasi yang dilakukan pelaksana 
aktualisasi kepada Ibu Minarni. disepakati bahwa pertemuan dengan Ibu 
Minarni dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018. Sebelum pertemuan dengan 
Ibu Minarni dilaksanakan, pelaksana aktualisasi berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan mentor pada tanggal Juni 2018. Pada saat konsultasi, pelaksana 
aktualisasi menjelaskan hal yang telah dilakukan selama libur Hari Raya Idul 
Fitri dalam upaya untuk mencari kontak dan menghubungi Bagian Sekretariat 
Komisi IX. Pada kesempatan konsultasi kali ini, mentor juga memeriksa form 
rancangan aktualisasi yang akan diserahkan dan dijelaskan kepada pihak Komisi 
IX.
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Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Akuntabllitas dan 
Komitmen Mutu. Hal ini karena melalui tahapan kegiatan konsultasi, 
pelaksana aktualisasi menjelaskan hal yang telah dilakukan selama libur Hari 
Raya Idul Fitri dan meminta saran atas peiaksanaan tahapan kegiatan 
selanjutnya.

Tahapan kegiatan 4 - Setelah berkonsultasi dengan mentor, pelaksana 
aktualisasi melaksanakan pertemuan dengan Ibu Minarni pada tanggal 29 Juni 
2018. Pertemuan dilaksanakan secara informal di ruang Sekretariat Komisi IX. 
Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dengan membahas gambaran umum 
peiaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana 
aktualisasi berdasarkan rancangan aktualisasi yang dibuat pada kegiatan 2 (lihat 
lampiran 2). Dalam proses pertemuan, pelaksana aktualisasi tidak membahas 
rancangan aktualisasi secara keseluruhan. namun memberikan penekanan pada 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya krusial seperti pengumpulan isu kesehatan dan 
ketenagakerjaan, pengumpulan data, dan lain-lain. Setelah pelaksana 
menjelaskan gambaran umum aktualisasi, Ibu Minami menyatakan siap untuk 
dapat membantu peiaksanaan kegiatan aktualisasi ini dan pada saat pertemuan 
memberikan nomor kontak Koordinator Staf Tenaga Ahli bidang Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan di Komisi IX. Karena pertemuan dilaksanakan secara 
informal, penulis melampirkan bukti berupa potongan gambar percakapan 
pelaksana aktualisasi dengan Ibu Minami (lampiran 4)
Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik dan 
Pelayanan Publik karena dengan adanya tahapan kegiatan ini menunjukkan 
etika dan pelayanan yang baik dengan Sekretariat Komisi IX. Etika yang baik 
ini menjadi awal yang baik dalam peiaksanaan kegiatan aktualisasi.

Tahapan kegiatan S ~ SeieXih pemaparan dan lerdapat persetujuan dari Kepala 
Bagian Sekretariat Komisi IX, Ibu Minami memberikan 2 kontak nomor telepon 
Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Kontak yang diberikan adalah kontak 
Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan yaitu Latifatul 
Hasanah, S.Si, MPH (Ifa) dan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang 
ketenagakerjaan yaitu Abdul Wahab Samad, SE, MM (Wahab). Ibu Minarni 
menjelaskan bahwa kedepannya untuk teknis peiaksanaan kegiatan aktualisasi 
dapat berkoordinasi dengan Ibu Ifa dan Pak Wahab. Pada rancangan aktualisasi 
pelaksana aktualisasi merencanakan untuk membuat daftar kontak Staf Tenaga 
Ahli Komisi IX, namun pada praktiknya kedua koordinator staf tenaga ahli Ini 
merupakan orang-orang yang paling memahami bidang kesehatan dan 
ketenagakerjaan di Komisi IX dan menurut Ibu Minarni pelaksana aktualisasi 
cukup untuk menghubungi kedua koordinator ini.

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Whole of Government 
(WoG). Hal ini karena dengan adanya kontak Staf Tenaga Ahli menjadi akses 
awal untuk teknis pengerjaan kegiatan aktualisasi. Komunikasi dan koordinasi 
dengan segala unsur Komisi IX termasuk Staf Tenaga Ahli menentukan 
keberhasilan kegiatan aktualisasi.

Peiaksanaan kegiatan 3 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. 
Hal ini terlihat dari koordinasi yang terbangun dengan Kepala Bagian
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Sekretariat Komisi IX untuk mencapal tujuan akhir berupa penyelesaian 
kegiatan aktualisasi.

Penguatan Nilai
Organ isasi

Pelaksanaan kegiatan 3 menguatkan nilai professional pada organisasi Setjen 
dan BK DPR RI. Dengan menjelaskan alur kegiatan aktualisasi secara jelas dan 
terperinci maka membuktikan penguatan nilai professional.
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Kegiatan 4 Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan pandudtf 1 
pengisian form |

Tahapan Kegiatan 1. Konsuliasi dan koordinasi dcngan mentor
2. Mereview anggaran-anggaran mitra kerja utama pada Komisi IX
3. Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form
4. Menyebarkan form daftar inventarisasi isu Komisi IX

Output Format form inventarisasi isu (lampiran 5)

Tanggal Pelaksanaan 2 Juli 2018-20 Juli 2018

Hambatan Hambatan pada kegiatan ini adalah format form inventarisasi yang pertama kali 
dibuat kurang ringkas bagi responden. Terapat beberapa kolom-kolom yang 

kurang perlu, dan form dapat digabung antara kesehatan dan ketenagakerjaan 
agar lebih ringkas (lampiran 5 contoh untuk kesehatan)

Solusi Untuk mengatasi hambatan pada kegiatan ini, pelaksana aktualisasi merubah 

format form inventarisasi isu APBN Komisi IX menjadi lebih ringkas (lampiran
n

Keterkaitan SubstansI 
Mata Pelatihan

Tahapan kegiatan 1 - Konsultasi dilakukan pada tanggal 2 Juli 2018 dan 

membahas mengenai hasil pertemuan dengan Ibu Minami. Pelaksana aktualisasi 
menjelaskan hasil pertemuan sesuai dengan laporan pada lampiran 3. Atas 

penjelasan pelaksana aktualisasi, mentor menjelaskan bahwa pelaksana 

aktualisasi harus melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan kesepakatan 

pada pertemuan dengan Ibu Minarni. Mentor juga meminta pelaksana 

aktualisasi segera membuat form inventarisasi isu APBN Komisi IX.

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan Mata Pelatihan Etika Publik dan 

Akuntabilitas. Hal ini karena konsultasi dengan mentor sesuai dengan norma 

kesopanan dan sebagai kegiatan pertanggon^jawaban atas pelaksanaan kegiatan 
sebelumnya.

Tahapan kegiatan 2 dan 3 - Tahapan kegiatan kedua dan ketiga dilaksanakan 

segera setelah konsultasi pada tanggal 2 Juli 2018 hingga 13 Juli 2018. Tahapan 

(egiatan kedua bertujuan untuk menajamkan pemahaman pelaksana aktualisasi 
mengenai isu-isu mengenai APBN di Komisi IX. Dalam melakukan reviu, 
pelaksana aktualisasi mengacu pada dokumen-dokumen anggaran mitra kerja 
Komisi IX yang telah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya.

Bersamaan dengan kegiatan kedua, kegiatan ketiga juga dilaksanakan yaitu 

kegiatan pembuatan format form inventarisasi isu APBN Komisi IX. Lampiran
5 merupakan format awal form inventarisasi isu kesehatan. Namun karena 

terdapat pertimbangan dari mentor dan pihak Komisi IX, fonnat form diubah 

menjadi seperti pada lampiran 7. Form inventarisasi isu Komisi IX juga 

dilengkapi panduan pengisian form agar dapat diisi secara manual oleh pihak- 
pihak terkait di Komisi IX (Anggola DPR dan Staf Tenaga Ahli).

Tahapan kegiatan 2 dan 3 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan 

Manajemen ASN. Hal ini karena pembelajaran mengenai anggaran Komisi IX 

akan menunjang pemahaman pelaksana aktualisasi sehingga berdampak pada 
mutu dan peningkatan kualitas diri.
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Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

Tahapan kegiatan 4-Berdasa.rkan kesepakatan dengan Ibu Ifadan Pak Wahab, 
lahapan kegiatan 4 atau penyebaran form inventarisasi dilaksanakan pada 
tanggal 18 dan 19 Juli 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018 pelaksana aktualisasi 
menemui Ibu Ifa (Koordinator Staf Tenaga Ahli Bidang Kesehatan) di ruang 
rapat Komisi IX. Pertemuan berlangsung dengan sangat singkat (sekitar 10 
menit) karena jadwal rapal Komisi IX yang sangat padat. Hasil dari pertemuan 
yang dilaksanakan secara informal tersebut adalah bahwa Ibu Ifa meminta 
pelaksana aktualisasi untuk mengisi form inventarisasi isu terlebih dahulu 
menurut versi pelaksana aktualisasi. Hal ini agar terbangun pemahaman 
bersama antara Ibu Ifa dan pelaksana aktualisasi. Ibu Ifa mengusulkan agar 
setelah pelaksana aktualisasi mengisi form inventarisasi isu APBN Komisi IX, 
pertemuan kembali dilaksanakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu apa saja 
yang kedepannya dapat menjadi tema produk Pusat Kajian Anggaran.

Tanggal 19 Juli 2018 pelaksana aktualisasi menemui Bapak Wahab 
{Koordinator Staf Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan) di ruang rapat Komisi 
IX. Pertemuan berlangsung selama sekitar 45 menit dan membahas mengenai 
isu APBN dan usulan untuk pola kerja yang baik antara Setjen dan BK DPR RI 
dengan Staf Tenaga Ahli Komisi IX pada khususnya. Berdasarkan pertemuan 
dengan Pak Wahab beliau mengharapkan agar kedepannya dalam pengerjaan 
output analisis APBN dapat melibatkan Staf Tenaga Ahli Komisi IX dengan 
menjadikan staf tenaga ahli sebagai narasumber. Mengenai pengisian form 
inventarisasi, Pak Wahab juga meminta pelaksana aktualisasi untuk mengisi 
form terlebih dahulu sebelum kembali bertemu dengan Pak Wahab untuk 
membahas form inventarisasi isu. Pak Wahab mengharapkan pengisian form 
inventarisasi isu dilaksanakan pada sebuah acara Focus Group Discussion 
(FGD).

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan Mata Pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini 
karena dengan mempelajari anggaran mitra kerja Komisi IX pada periode 
sebelumnya, akan meningkatkan kualitas mutu output. Selain itu dengan 
dibuatnya form inventarisasi isu yang dibuat, sesuai dengan mata pelatihan 
Pelayanan Publik. Hal ini karena dibuatnya form inventarisasi isu merupakan 
bentuk akomodasi atas keperluan Anggota DPR terkait kebutuhan dukungan 
fungsi anggaran DPR Rl.

Pelaksanaan kegiatan 4 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. 
Kontribusi terhadap visi ini terllhat dari tahapan kegiatan 4 yang 
menilikberatkan pada koordinasi dan integrasi dengan pihak staf tenaga ahli 
untuk mencapai tujuan Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan 
fungsi anggaran DPR Rl.

Pelaksanaan kegiatan 4 menguatkan nilai professional pada organisasi Setjen 
dan BK DPR Rl. Dengan adanya kolaborasi yang baik dengan Staf Tenaga Ahli 
Komisi IX, dapat menunjang dan memperkuat profesionalisme Pusat Kajian 
Anggaran dalam melaksanakan tugasnya.

21



Kegiatan 5

Tahapan Kegiatan

Output

Tanggal Pelaksanaan

Hambatan

Solusi

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Sosiaiisasi dan Veriflkasi Hasil Fortt
. . ■: .I'-t •

1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
2. Pembuatan matert presentasi lentang tusi pusat kajian anggaran
3. Mempresentasikan tusi PKA
4. Wawancara atau tanya jawab mengenai hasil pengisian form

Media presentasi Produk Pusat Kajian Anggaran (Lampiran 6) 
Form inventarisasi isu yang telah terisi (Lampiran 7)

23 Juli 2018-17 Agustus 2018

Hambatan pada kegiatan 5 adalah sempat terdapat perbedaan persepsi mengenai 
pelaksanaan kegiatan aktualisasi antara pelaksana aktualisasi dengan 
Koordinator Staf Tenaga Alili Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan. Pada 
awalnya Pak Wahab mengira akan ada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 
yang akan dilaksanakan untuk mempersiapkan pembahasan anggaran 
kementerian tahun 2019. Namun karena keterbatasan anggaran untuk 
melaksanakan kegiatan FGD, pelaksana aktualisasi tidak dapat melaksanakan 
FGD.

Pelaksana aktualisasi menjelaskan bahwa FGD tidak dapat dilaksanakan karena 
keterbatasan anggaran. Namun kedepannya apabila memungkinkan, FGD dapat 
dilaksanakan antara Pusat Kajian Anggaran dengan Staf Tenaga Ahli Komisi 
IX. Pak Wahab dapat menerima penjelasan ini dan meminta bantuan untuk 
mempersiapkan bahan bagi Komisi IX mengenai anggaran ketenagakerjaan.

Tahapan kegiatan 1 - Konsultasi dengan mentor pada kegiatan 5 secara 
spesiflk membahas hal-hal apa saja yang hendak dipaparkan pada media 
penyampaian tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran. Selain itu berdasarkan 
hasil konsultasi, disepakati bahwa media penyampaian tugas dan fungsi Pusat 
Kajian Anggaran adalah infografis (Lampiran 6). Infografls dipilih agar 
memudahkan pembaca dalam memilih produk Pusat Kajian Anggaran yang 
relevan dengan kebutuhannya. Pada saat konsultasi, mentor juga mengingatkan 
agar pelaksana aktualisasi segera melaksanakan diskusi dengan Koordinator 
Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini 
karena apabila terdapat perubahan. perbaikan dapat segera dilakukan tanpa 
keterbatasan waktu.

Tahapan kegiatan 1 sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik dan 
Akuntabilitas. Hal ini karena dengan adanya kegiatan konsultasi, sesuai dengan 
norma kesopanan dan memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
sebelumnya.

Tahapan kegiatan 2 - Berdasarkan keputusan konsultasi dengan mentor, 
diputuskan bahwa infografis adalah media penyampaian mengenai jenis-jenis 
produk Pusat Kajian Anggaran. Berdasarkan lampiran 6 dapat dilihat jenis-jenis 
produk Pusat Kajian Anggaran yang dijelaskan oleh pelaksana aktualisasi 
kepada pembaca. Pelaksana aktualisasi membuat infografis menggunakan 
aplikasi “canva” dengan referensi deskripsi produk dari situs internet Pusat 
Kajian Anggaran.
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Pembuatan infografis sesuai dengan mata pelatihan Pelayanan Publik. Hal ini 
karena pemilihan infografis sebagai media penyampaian informasi berorientasi 
kepada pelayanan publik/pemangku kepentingan. Pada awalnya pelaksana 
aktualisasi berencana untuk membuat presentasi dengan format power point, 
namun pada praktiknya pelaksana aktualisasi menyadari bahwa interaksi 
dengan komisi harus dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena jadwal komisi 
yang sangat padat.
Tahapan kegiatan 3 dan 4 — Setelah infografis selesai dibuat, pelaksana 
aktualisasi segera menyampaikan dan mempresentasikan infografis kepada Staf 
Tenaga Ahli Komisi IX. Penyampaian infografis ini juga dilakukan bersamaan 
dengan konfirmasi mengenai isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan yang 
hendak diusulkan oleh Pak Wahab dan Bu Ifa untuk dijadikan sebagai produk 
Pusat Kajian Anggaran dan menjadi kebutuhan Komisi IX. Kegiatan 3 dan 4 
dilaksanakan secara bersamaan karena keterbatasan waktu Koordinator Staf 
Tenaga Ahli Komisi IX. Walaupun Kegiatan 3 dan 4 dilaksanakan secara 
bersamaan, hal ini tidak merubah agenda pada linimasa kegiatan aktualisasi, 
karena kegiatan 3 dan 4 dilaksanakan pada periode yang sama dengan apa yang 
direncanakan pada rancangan aktualisasi. Lampiran 7 merupakan salah satu 
bukti pertemuan saya dengan Bu Ifa dan Pak Wahab berupa usulan isu 
berdasarkan hasil diskusi pada pertemuan pertama (pada kegiatan 4).
Pada periode kegiatan ini. pihak pertama yang saya temui adalah Bu Ifa. Pada 
diskusi yang kami laksanakan (foto pertemuan pada lampiran 8), Bu Ifa 
mengusulkan 4 isu atau judul topik produk yang dapat dikerjakan oleh Pusat 
Kajian Anggaran pada waktu yang akan datang. Keempat isu ini menurut Bu Ifa 
merupakan isu-isu yang harus dikerjakan secara komprehensif pada produk 
sejenis buku, jurnal, atau analisis. Bu Ifa berpesan agar dalam pelaksanaan 
penulisan isu ini dapat melibatkan StafTenaga Ahli Komisi IX. Menurut Bu Ifa, 
selama ini Badan Keahlian kurang melibatkan Staf Tenaga Ahli dalam 
pembuatan produk-produknya, sehingga pembahasan dalam produk kurang 
komprehensif Selain itu Bu Ifa mengharapkan suatu produk awa! untuk 
pembahasan Anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja 
Komisi IX. Produk ini sifatnya berupa pemaparan data yang bersumber dari 
Nota Keuangan RAPBN 2019 mengenai anggaran kesehatan dan dilengkapi 
dengan daftar pertanyaan untuk Anggota DPR RI di Komisi IX. Menurut Bu 
Ifa, daftar pertanyaan merupakan elemen terpenting dalam output untuk 
pembahasan anggaran kementerian dan lembaga.
Setelah menemui Bu Ifa, pada hari yang berbeda pelaksana aktualisasi menemui 
Pak Wahab untuk menjelaskan produk Pusat Kajian Anggaran dan meminta 
penjelasan untuk pengisian form inventarisasi isu APBN pada Komisi IX (foto 
pertemuan pada lampiran 8). Sesuai dengan penjelasan mengenai hambatan 
yang telah dipaparkan sebelumnya, pada awalnya terdapat perbedaan persepsi 
mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Namun setelah pelaksana 
aktualisasi memberikan penjelasan, Pak Wahab dapat menerima dan 
memberikan isu yang dapat menjadi produk Pusat Kajian Anggaran. Serupa 
dengan Bu Ifa, Pak Wahab juga meminta produk berupa pemaparan data yang 
bersumber dari Nota Keuangan RAPBN 2019 dan sumber-sumber sekunder 
untuk mendukung pembahasan anggaran ketenagakerjaan dengan kementerian
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dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Pak Wahab berpesan bahwa 
produk yang dibuat lldak perlu lebih dari 10 halaman. Cukup sekitar 5 halaman 
dan padat data serta dilengkapi pertanyaan untuk Anggota DPR RI Komisi IX. 

Pelaksanaan tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan Whole of 
Government (WoG) dan Komitmen Mutu. Hal ini karena dengan adanya 
diskusi mengenai teknis produk yang dapal dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran, 
mencerminkan komitmen pelaksana aktualisasi untuk mewujudkan mutu yang 
baik dalam membuat produk Pusat Kajian Anggaran. Dengan pengisian form 
inventarisasi isu Juga menunjukkan pelaksana aktualisasi yang melaksanakan 
nilai dari mata pelatihan pelayanan publik.

Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Pelaksanaan kegiatan 5 berkontribusi pada implementasi visi pusat kajian 
anggaran yang profesional. Hal ini karena dengan melaksanakan diskusi 
bersama Koordinator Staf Tenaga Ahli, mewujudkan komitmen pelaksana 
aktualisasi untuk membuat produk dan melaksanakan tugas dengan baik dan 
benar.

Penguatan Nilai 
Organisasi

Pelaksanaan kegiatan 5 berkontribusi dalam menguatkan nilai profesional pada 
organisasi Setjen dan BK DPR RI. Penguatan nilai profesional tercemiin dari 
pelaksanaan pembuatan tugas yang berorientasi dengan kebutuhan Alat 
Kelengkapan Dewan.
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Keglatan 6

Tahapan Kegiatan

Output

Tanggal Pelaksanaan

Hambatan

Solusi

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Pengurapulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis 
mendatang

1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
2. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang 
S.Melakukan penyusunan database APBN mitra kerja Komisi IX
4. Membuat produk referensi APBN Ketenagakerjaan Komisi IX
5. Meminta pendapat mengenai isu Komisi IX kepada salah satu Anggota DPR 

RI

-Potongan gambarfolder data APBN mitra kerja Komisi IX (Lampiran 9) 
-Produk referensi APBN Ketenagakerjaan Komisi IX (Lampiran 10)

20 Agustus 2018-10 September 2018

Terdapat hambatan berupa sumber data primer yang seringkali diberikan H-1 
oleh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Kondisi ini 
juga diakui oleh Anggota DPR RI dan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX.

Dalam pembuatan produk, pelaksana aktualisasi menggunakan data primer saat 
pembahasan pagu indikaiif, Nota Keuangan RAPBN 2019, dan sumber data dari 
BPS. Data-data ini sudah dianggap cukup untuk membuat produk.

Tahapan Kegiatan / - Konsuitasi dan koordinasi dengan mentor pada kegiatan 
6 membahas proses pengumpulan dan penyusunan basis data APBN mitra kerja 
Komisi IX. Mentor berpesan untuk melakukan pengumpulan data dengan tetap 
berkoordinasi dengan Pak Wahab dan Bu Ifa. Pada kesempatan konsuitasi ini 
pelaksana aktualisasi mengusulkan pembagian tugas kepada mentor. Pembagian 
tugas yang diusulkan pelaksana aktualisasi adalah, bahwa produk yang diminta 
oleh Bu Ifa dikerjakan oleh tim pendamping Komisi IX dari Pusat Kajian 
Anggaran dan produk yang diminta oleh Pak Wahab dikerjakan oleh pelaksana 
aktualisasi yaitu produk mengenai APBN ketenagakerjaan. Mentor berpesan 
bahwa produk yang dibuat oleh pelaksana aktualisasi nantinya harus 
dipresentasikan di Pusat Kajian Anggaran agar diperkaya dengan masukan dan 
saran yang membangun.

Pelaksanaan tahapan kegiatan 1 menunjukkan implementasi dari mata pelatihan 
Etika Publik dan Akuntabilitas. Hal ini karena konsuitasi dengan mentor 
menunjukkan kesopanan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebelumnya.

Tahapan Kegiatan 2 - Pengumpulan data terkait anggaran mitra kerja Komisi 
IX dilakukan pelaksana aktualisasi dengan cara mengumpulkan dokumen 
presentasi kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. 
Pengumpulan dokumen anggaran mitra kerja Komisi IX pertama kali dilakukan 
dengan mengumpulkan data anggaran mitra kerja Komisi IX yang disimpan 
oleh pelaksana aktualisasi. Selain mengumpulkan data yang disimpan oleh 
pelaksana aktualisasi, data juga dikumpulkan dari rekan Analis APBN yang juga 
menyimpan data anggaran mitra kerja Komisi IX. Berdasarkan penjelasan 
Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX, data yang didapat oleh Komisi IX
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mengenai APBN lerbatas pada data presentasi kementerian dan lembaga saat 

pembahasan anggaran. Dengan kondisi ini, pelaksana aktualisasi hanya 

mengumpulkan data presentasi kementerian dan lembaga saat pembahasan 

anggaran di Komisi (X.

Tahapan kegiatan 2 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan Whole 

of Government (WoG). Hal ini karena dengan adanya usaha pengumpulan data 

yang juga melibatkan rekan Analis APBN yang lain, menumbuhkan sikap 

bahwa dalam niembuat produk yang bermutu baik harus diawali dengan 

pengumpulan data terutama data primer.

Tahapan Kegiatan 3 - Setelah data dikumpulkan dari sumber-sumber yang 

dijelaskan pada tahapan kegiatan 2, data disimpan pada folder agar kedepannya 

seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran dapat menggunakan data 

tersebut dalam pembuatan produk di Pusat Kajian Anggaran. Folder data-data 

anggaran mitra kerja Komisi IX disimpan pada Flash Drive (Lihat lampiran 9)

Tahapan kegiatan 3 sesuai dengan mala pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini 

karena dengan adanya penyimpanan data, memastikan kedepannya pembuatan 

produk pusat kajian anggaran berbasis data primer dari kementerian dan 

lembaga terkait. Kondisi ini akan meningkatkan mutu produk Pusat Kajian 

Anggaran.

Tambahan Tahapan Kegiatan 4 — Berdasarkan konsultasi dengan mentor, 

disepakati bahwa karena adanya perminiaan dari Komisi IX, pelaksana 

aktuahsasi membual 1 produk yang formatnya disesuaikan dengan permintaan 

Komisi IX (Lampiran 10). Karena adanya tambahan tahapan kegiatan 4, 

pelaksanaan kegiatan aktualisasi menjadi mundur sekitar 1 minggu namun 

masih dalam cakupan waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam 

pembuatan produk, pelaksana aktualisasi memberikan Judul: "Refcrensi 

mengenai Anggaran Ketenagakerjaan dalam Rangka Pembahasan 

Anggaran TA 2019 di Komisi IX". Secara umum produk ini membahas isu- 

isu penting terkait ketenagakerjaan yang diambil dari Nota Keuangan RAPBN 

2019, data BPS, data anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. dan sumber- 

sumber lainnya. Sudut pandang produk ini adalah sudut pandang kritik dari 

kinerja pemerintah atas pencapaian ketenagakerjaan pemerintah. Produk ini 

Juga dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang dapat digunakan oleh Anggota 

DPR saat pembahasan anggaran tentang ketenagakerjaan dengan mitra kerja 

Komisi IX. Pembuatan produk dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus 2018-2 

September 2018. Setelah produk selesai dibuat, produk dipresentasikan pada 

tanggal 4 September 2018 di Pusat Kajian Anggaran. Karena kealpaan, 

pelaksana aktualisasi tidak mengambil folo kegiatan presentasi namun 

pelaksana aktualisasi menampilkan potongan gambar percakapan dengan 

mentor terkait penentuan waktu untuk presentasi (Lampiran 11). Rapat 

presentasi produk untuk Komisi IX berjalan lancar dengan revisi yang sifatnya 

minor. Setelah dipresentasikan dan terdapat beberapa perbaikan. pelaksana 

aktualisasi menyerahkan produk ke Pak Wahab. Pak Wahab memberi tanggapan 

bahwa pembuatan produk seperti yang telah dibuat oleh pelaksana aktualisasi
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Kontribusi lerhadap 
Tusl/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

merupakan awal yang baik, terutama dalam hal pemberian daftar pertanyaan 
pada produk. Namun menurut Pak Wahab lerdapat 1 isu yang sudah pemah 
dibahas sebelumnya pada rapat Komisi IX yaitu permasalahan mismatch tenaga 
kerja. Pelajaran atas lahapan kegiatan ini adalah, Analis APBN yang 
mendampingi pembahasan anggaran di Komisi IX harus memperkuat 
komunikasi dengan staf tenaga ahli agar hal yang sudah pernah dibahas dan final 
pada rapat komisi sebelumnya tidak dibahas lagi pada produk Pusat Kajian 
Anggaran.

Tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini 
karena proses pembuatan analisis dilakukan dengan melaksanakan kegiatan 
presentasi terlebih dahulu. Kegiatan presentasi merupakan implementasi dari 
komitmen pelaksana aktualisasi untuk menjaga kualitas mutu produk.

Tambahan Tahapan Kegiatan 5-Padaminggu pertama September, pelaksana 
aktualisasi berhasil menghubungi kembali salah satu Anggota DPR RI yang 
pernah didampingi oleh pelaksana aktualisasi pada tahun 2017 yaitu Drs. H. 
Irgan Chairul Mahflz, M.Si. Pak Irgan merupakan Anggota DPR RI Komisi IX 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pelaksana aktualisasi berhasil menemui 
Pak Irgan pada tanggal 10 September 2018 di ruang kerja beliau untuk 
berdiskusi mengenai isu-isu APBN yang dapat dibuatkan produk oleh Pusat 
Kajian Anggaran (lampiran 12). Seperti yang telah dijelaskan pada tahapan 
kegiatan sebelumnya, tambahan tahapan kegiatan 5 Juga menggeser waktu 
pengerjaan kegiatan 6. Namun penambahan tahapan kegiatan ini masih dalam 
waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam pertemuan dengan Pak Irgan, 
beliau memberikan 2 isu yang dapat dibuatkan produknya oleh Pusat Kajian 
Anggaran mengenai anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan.
Tahapan kegiatan 5 sesuai dengan mata pelatihan Pelayanan Publik dan 
Nasionalisme. Hal ini karena pelaksana aktualisasi secara langsung menemui 
Anggota DPR RI untuk mengakomodir kebutuhannya. Tahapan kegiatan ini 
juga menumbuhkan sikap nasionalisme karena berinteraksi langsung dengan 
pejabat negara yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan 6 berkontribusi untuk mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang 
andal. Hal ini karena kegiatan 6 menunjukkan pola kerja kolaboratif dalam 
mendukung fiingsi anggaran DPR RI

Kegiatan 6 memberikan penguatan nilai profesional pada organisasi. Hal ini 
karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Anggota DPR RI, 
arlinya menunjukkan perilaku profesional dalam melaksanakan tugas.
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Kegiatan 7

Tahapan Kegiatan

Output

Tanggal Pelaksanaan

Hambatan

Solusi

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

Penyusunan Laporan Kegiatan
1. Melakukan koordinasi dengan mentor
2. Melakukan rekapitulasi lampiraii output
3. Melakukan penulisan laporan
4. Melakukan pencctakan laporan
Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi (Lampiran 13)

12 September 2018-30 September 2018

Terdapat hambatan berupa bentroknya pengerjaan laporan aktualisasi dengan 
pekerjaan primer pelaksana aktualisasi di Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara (BAKN)

Cara mengatasi hambatan ini adalah dengan pembagian waktu yang baik agar 
seluruh pekerjaan dapat lerselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Tahapan kegiatan /- Sesuai dengan target waktu pada rancangan aktualisasi, 
pelaksana aktualisasi berkonsultasi dengan mentor tetap pada minggu pertama 
September unluk pembuatan laporan aktualisasi. Mentor menyarankan agar 
dalam pembuatan laporan aktualisasi, pelaksana aktualisasi berkonsultasi juga 
dengan coach. Mentor Juga menyarankan untuk memasukkan kegiatan 
pembuatan produk Pusat Kajian Anggaran dan kegiatan diskusi dengan anggota 
DPR Rl sebagai tambahan tahapan kegiatan pada laporan aktualisasi. Sesuai 
dengan instruksi mentor, pelaksana aktualisasi menemui coach bersama 
kelompok coaching pada Jumat, 21 September 2018.

Tahapan kegiatan 1 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan Etika 
Publik. Hal ini karena dengan adanya konsultasi bersama mentor dan coach, 
memastikan laporan aktualisasi sesuai dengan format dan ketentuan yang 
disyaratkan oleh coach. Tahapan kegiatan ini juga sesuai dengan norma 
kesopanan kepada pembimbing.

Tahapan kegiatan 2— Lampiran output dan evidence adalah bukti yang penting 
atas kegiatan aktualisasi. Secara umum output utama pada kegiatan aktualisasi 
ini adalah form inventarisasi isu APBN Komisi IX yang diisi oleh pemangku 
kepentingan Komisi IX. Output telah disimpan dan dipersiapkan dengan baik 
oleh pelaksana aktualisasi, sehingga pada proses pengumpulan output dan 
evidence, pelaksana aktualisasi tidak mengalami kesulitan yang berarti.

Tahapan kegiatan 2 sesuai dengan mata pelatihan Akuntabilitas dan Anti 
Korupsi. Hal ini karena dengan adanya bukti pelaksanaan kegiatan aktualisasi, 
kegiatan aktualisasi menjadi andal dan valid. Rekapitulasi output dan evidence 
yang sesuai dengan kcnyataan kegiatan juga menggambarkan nilai anti korupsi. 

Tahapan kegiatan 3— Penulisan laporan dimulai bersamaan dengan kegiatan 2. 
Penulisan laporan aktualisasi mengikuti format yang diusulkan oleh coach. 
Sesuai dengan arahan mentor dan coach, seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan 
dicantumkan pada laporan pelaksanaan aktualisasi.

Serupa dengan tahapan kegiatan 2, tahapan kegiatan 3 juga sesuai dengan mata 
pelatihan Nasionalisme. Hal ini karena penulisan laporan berdasarkan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan nilai Nasionalisme.
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Tahapan kegiatan 4- Pencetakan laporan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 
29 September 2018. Hal ini karena pelaksana aktualisasi menunggu arahan akhir 
dari coach mengenai hal-hal yang harus dievalusasi dari penulisan laporan 
kegiatan aktualisasi.
Pelaksanaan tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan Komitmcn 
Mutu. Hal ini karena pelaksana aktualisasi menunggu arahan dari coach untuk 
memastikan apa yang telah ditulis oleh pelaksana aktualisasi sesuai dengan 
standar yang ditetapkan coach.

Kontribusi terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Kegiatan 7 secara eksplisit merupakan kegiatan yang berkontribusi untuk 
mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang Akuntabel. Hal ini karena dengan 
adanya laporan kegiatan aktualisasi merupakan bukti konkret 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan aktualisasi

Penguatan Nilal 
Organisasi

Selaras dengan kontribusi terhadap tujuan organisasi, kegiatan 7 memberikan 
penguatan atas nilai akuntabilitas pada organisasi Setjen dan BK DPR Rl. 
Penguatan ini menjadi hal yang penting karena menjadi catatan penting bukan 
hanya untuk pelaksana aktualisasi, namun untuk Pusat Kajian Anggaran.
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B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Ste
\V4 \V1

I Konsultnsi dcngun pimpinnii
l.I Mengagendakan pertemuan dengan pimpinan
1.2 Konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi
2 Perencnnaan keglatan inventnrLsasi data Komisi TX ^

2.1 Konsultasi dengan mentor terkait perencanaan kegiatan
2.2 Mempeiajari isu-isu umum pada komisi IX dari internet
2.3 Pembuatan dokumen rancangan perencanaan kegiatan
3 Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal Mnimasa program

3.1 Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
3.2 Mencari kontak sekretariat komisi IX
3.3 Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu pertemuan
3.4 Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX untuk memaparkan agenda program
3.5 Membuat database kontak tenaga ahli komisi
4 Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan pengisian form

4.1 Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
4.2 Mereview anggaran-anggaran mitra keria utama pada komisi IX
4.3 Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form
4.4 Menyebarkan form daftar inventarisasi isu komisi IX

5 Sosifllisasi dan Veriflknsi basil form
5.1 Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
5.2 Pembuatan materi presentasi tentang tusi pusat kajian anggaran
5.3 Mempresentasikan tusi PKA
5.4 Wawancara atau tanya jawab mengenai basil pengisian form
6 Pengumpulan form data APBN ynng dibutuhknn PKA untuk analisis mendatang

6.1 Konsultasi dan koordinasi dengan mentor
6.2 Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang
6.3 Melakukan penyusunan database data APBN mitra keria komisi IX
6.4 Membuat produk referensi APBN Ketenagakeriaan Komisi IX
6.5 Meminta pendapai mengenai isu Komisi IX kepada salah satu Anggota DPR R1

luni Juli Agustus September
^VV4 \V1 W2 \\'2 \\4 \\l \\2 \VJ \\4 W1 \V2 \V4

■

■■
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‘T Penyusunanlaporan kegiatan
7.1 Melakukan koordinasi dengan mentor
7.2 Melakukan rekapitulasi lampiran output
7.3 Melakukan penulisan laporan
7.4 Melakukan pencetakan laporan

Pelaksanaan Aktual Libur Lebaran

Berdasarkan label realisasi kegiatan aktualisasi, secara umum seluruh kegiatan berjalan tepat waktu, namun terdapat kegiatan yang tahapan 
kegiatannya bertambah 2 tahap yaitu Kegiatan 6. Penambahan tahapan kegiatan tidak menunda pengcrjaan kegiatan selanjutnya, karena tambahan 
tahapan kegiatan bukanlah kegiatan yang padat. Tahapan kegiatan yang ditambahkan adalah pembuatan referensi APBN dan diskusi dengan 
Anggota DPR Komisi IX.
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BAGIAN IV 
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi “Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi 
Koordinasi Pusat Kajian Anggaran Dengan Komisi IX DPR RI” telah selesai 
dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan banyak pembelajaran yang 

berharga bagi peiaksana aktualisasi. Selama waktu 23 Mei-30 September 2018, 7 kegiatan 

telah terlaksana dengan baik dan telah terimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai pada 

mata pelatihan. Untuk merangkum pembelajaran dan nilai-nilai yang didapat pelakasana 

aktualisasi, berikut hal-hal yang dirangkum peiaksana aktualisasi selama masa habituasi:

1. -Kegiatan pertama adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata 

pelatihan seperti akuntabilitas dan etika publik. Pembelajaran utama yang didapatkan 

peiaksana aktualisasi adalah pentingnya koordinasi dengan pimpinan dalam setiap 

tindakan dan kegiatan.

2. Kegiatan kedua adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata 

pelatihan seperti komitmen mutu, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Pembelajaran 

utama yang didapatkan peiaksana aktualisasi adalah pentingnya untuk menguasai isu- 
isu kontemporer pada suatu komisi.

3. Kegiatan ketiga adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata 

pelatihan seperti etika publik, akuntabilitas, dan whole of government. Pembelajaran 

utama yang didapatkan peiaksana aktualisasi adalah bahwa dalam menyelesaikan tugas 

di DPR Rl, tidak harus melulu menggunakan sarana formal. Sarana informal juga 

memiliki pengaruh yang besar untuk penyelesaian tugas.

4. Kegiatan keempat adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata 

pelatihan seperti komitmen mutu dan pelayanan publik. Pembelajaran utama yang 

didapatkan peiaksana aktualisasi adalah bahwa pada praktiknya, produk Pusat Kajian 

Anggaran harus diuji terlebih dahulu kepada pengguna agar dapat diketahui kekurangan 

produk dan dapat diperbaiki kualitasnya.

5. Kegiatan kelima adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata 

pelatihan seperti komitmen mutu dan pelayanan publik. Pembelajaran utama yang
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didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa dalam mengerjakan tugas, Pusat Kajian 

Anggaran harus dapat menggunakan segala cara yang efektif untuk menghasilkan 

produk yang baik dalam waktu yang singkat.

6. fCegiatan keenam adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilal-nilai pada mata pelatihan 

seperti komilmen mutu dan etika publik. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana 

aktualisasi adalah bahwa hal utama yang harus menjadi orientasi pegawai Setjen dan BK 

DPR RI adalah memberikan pelayanan terbaik kepada Anggota DPR RI.

7. Kegiatan ketujuh adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan 

seperti Komitmen Mutu dan Akuntabilitas. Pembelajaran utama yang didapatkan 

pelaksana aktualisasi adalah bahwa jejak langkah perbaikan harus dapat tercatat dengan 

baik dan harus tetap diimplementasikan pada masa-masa yang akan datang.

Tantangan Pusat Kajian Anggaran untuk memberikan dukungan terbaik dalam fungsi 
anggaran DPR RI masih besar. Pusat Kajian Anggaran harus lebih aktif dalam membangun 

komunikasi yang baik dengan komisi-komisi di DPR RI. Komunikasi yang baik sangat 
penting agar Pusat Kajian Anggaran mendapatkan data dan isu kontemporer yang benar- 

benar sedang menjadi bahasan di komisi terkait. Selain itu komunikasi yang terbangun 

baik dapat menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai penunjang utama fungsi anggaran 

DPR RI.

B. Saran
Pelaksana aktualisasi sangat menyarankan agar Pusat Kajian Anggaran membangun pola 

komunikasi seperti yang telah dilaksanakan oleh pelaksana aktualisasi kepada komisi- 
komisi lain. Selain itu Pusat Kajian Anggaran dapat menggunakan cara-cara non-formal 
untuk memberikan produknya kepada anggola-anggota yang dianggap vokal pada saat 
rapat. Hal ini untuk menjadikan produk yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran semakin 

berdampak luas dan memperkuat fungsi anggaran DPR RI. Kedepannya Pusat Kajian 

Anggaran juga dapat mempresentasikan produknya kepada pimpinan-pimpinan Alat 
Kelengkapan Dewan agar antusiasme Anggota DPR terhadap output Pusat Kajian 

Anggaran semakin tinggi.

C. Rencana Tindak Lanjut

Terkait tindak lanjut pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pelaksana aktualisasi 
merencanakan beberapa hal sebagai berikut:
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1. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggasan, saya akan membuat formulasi produk 

baru yang dikhususkan untuk mengawal rapat pembahasan anggaran di komisi
2. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggasan, saya akan mengerjakan output terkait 

Komisi IX yang isunya sudah terkumpul melalui kegiatan aktualisasi
3. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggasan, saya akan membangun jaringan 

komunikasi formal dan informal pada komisi-komisi lain dan menjaga pola komunikasi 
yang baik pada Komisi IX.
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LAMPIRAN 1
Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan

(SKMK)
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BAGIAN I.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Organisasi/Unit Kerja

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, 

anggaran, dan pengawasan. Dalain pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut:

a. Memperhatikan peitimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

APBN

b. Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD

c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN

d. Memberikan persetujuan atas perjanjian intemasional lainnya yang menimbulkan akibat yang 

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Dalam mendukung fungsi anggaran tersebut, DPR RI didukung oleh Badan Keahlian DPR 

RI sebagai lembaga pendukung {supporting system) DPR RI. Sebagai lembaga pendukung yang 

bertugas mendukung fungsi utama DPR RI, Badan Keahlian didukung oleh 5 unit eselon II yaitu: 

Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat 

Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.

Terkait fungsi anggaran, DPR RI didukung oleh Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan 

Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah 

dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, PKA memiliki tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut, PKA memiliki beberapa fungsi yaitu:

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;

b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;

c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;

d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat 
Kajian Aggaran;

e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;

0 Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran

g) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran

h) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;



i) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;

j) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,

k) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pusat kajian Anggaran, Pusat Kajian 

Anggaran merupakan pengembangan tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada Biro 

Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah Badan Keahlian 

terbentuk pada tahun 2015, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berubah menjadi Pusat 
Kajian Anggaran di bawah Badan Keahlian DPR RJ. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, 
Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

> Visi

Pusat Kajian Anggaran yang professional: mempunyai maknabahwa dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk 

terus meningkalkan kemampuan serta kualitas SDM.
Pusat Kajian Anggaran yang andal: mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran 

mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai 
dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel: mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab 

atas tiap tindakan. keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian 

informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan 

fungsi anggaran DPR RI.
> Misi

Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses 

pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
Memperkuat manajemen pengetaliuan.
Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN

B. Jabatan Pcserta

Jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Jabatan Fungsional 
Tertentu (JFT) yang diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.39 Tahun 2014. Berdasarkan 

aturan tersebut, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup. tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan



analisis APBN dalain iingkungan Sekretarial Jenderal DPR RI. Atas ruang lingkup jabatan 

tersebut, Analis APBN Ahli Pertama memiUki 4 tugas utama yaitu:

1. Menyusun Analisis APBN, analisis basil pemeriksaan BPK dan pertlmbangan DPD. Analisis 

yang dilakukan dengan prosedur: penentuan tema, pengumpulan data awal, penentuan outline, 
penulisan analisis. diskusi dengan pakar, perbaikan analisis, presentasi analisis, dan 

mendokumeniasikan basil analisis

2. Menyusun referensi APBN, basil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk 

menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan 

penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, 
Kementerian/Lembaga. Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, 
sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan referensi dilakukan dengan prosedur: penyusunan 

draft referensi, diskusi referensi dengan pakar, melakukan perbaikan referensi, 
menyelenggarakan presentasi referensi, dan mendokumentasikan basil referensi

3. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC) secara individual, sebagai anggota atau ketua tim. 
Penulisan ARC dilakukan dengan prosedur: penyusunan analisis, presentasi ARC dengan 

pakar, dan melakukan dokumentasi basil ARC

4. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serla ARC 

sebagai penyaji. pakar, pembahas, moderator, dan peserta/anggota diskusi.



BAGIAN II. 
DESKRIPSIISU

A. Belum Optimalnya Koordinasi Antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
Berdasarkan liasil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI talnin 2016, diketahui bahwa jenis layanan dengan skor terrendah dalam hal 
kepuasan adalah Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan (skor: 71,98) dan Kemudahan 

mendapatkan layanan (skor: 71,60). Secara mendalam, survey ini juga menghasilkan beberapa 

rekomendasi yang lerkaii dengan nilai terrendah padajenis-jenis layanan Badan Keahlian DPR RI 
yaitu:

a. Banyak anggoia yang tidak menerima produk BK DPR RI, perlu ada yang bertanggung 

jawab terhadap pendistribusiannya
b. Terbitkan hasi I penelitian yang sesuai dengan pembahasan di DPR RI, cepat dan mudah 

di akses

Atas kondisi ini dan testimoni Analis APBN, perlu adanya penguatan koordinasi dengan 

Anggota DPR RI meiaiui Alai Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Penguatan koordinasi perlu 

dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dan produk yang dikerjakan sesuai 
dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan 

bahwa produk yang dikerjakan Badan Keahlian DPR RI, khususnya PKA tidak relevan dengan 

kebutuhan Anggota DPR RI.

Komisi IX menjadi pilihan penulis karena berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 

2009 terdapat anggaran yang sifatnya wajib atau mandatory yaitu anggaran kesehatan. Besaran 

anggaran kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut adalah 5 persen dari total belanja negara. 
Selain anggaran kesehatan pada Komisi IX yang sifatnya strategis, penulis memilih Komisi IX 

karena mentor dan penulis pemah ditugaskan untuk melakukan pendampingan pembahasan APBN 

di Komisi IX. Hal ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk mempermudah pengerjaan 
aktualisasi.



Unit Kcrja
I>u Vitii” Di:in^k;il

Gagasan tcrpiiih adalah

BAGIAN III.
PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN

Pusnt Kajian Anggaran
I’cliim opliinalii}a knonlinasi antara PKA ilcngan Anggota DPR R1 (Komisi IX) 

Invcntarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

Matrik Rancaniian Aktualisasi Pclatihan DasarCPNS

No
1.

2.

Kcgintnn
2.

Koordinasi dengan 
Sekretarial Komisi 
IX perihal linimasa 
program

Membuat form 
daftar invcntarisasi 
isu APBN komisi

Tahapan Kcgintnn
3.

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

2. Mencari kontak 
sekretarial komisi IX

3. Menghubungi kontak 
sekretarial komisi IX 
untuk mcncnlukan 
waklu pertemuan

4. Bertemu dengan kontak 
sekretarial komisi IX 
untuk memaparkan 
agenda program

5. Membuat database 
kontak tenaga ahli 
komisi

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

Output / Hasil
4.

Dokumen laporan 
kegiatan pertemuan 
Dokumenlasi foto 
pertemuan

I'ormat form 
invcntarisasi isu

Keterangan Teknis 
7.

1. Setelah menghubungi kontak Sekretarial Komisi IX. 
pelaksana kegiatan menyerahkan dokumen pcrcncanaan 
kegiatan dan menjelaskan teknis kegiatan pada 
Sekretarial Komisi IX

2. Dalam pertemuan ini pelaksana menjelaskan bahwa 
terdapal minimal 2 pertemuan lagi dengan Sekretarial 
Komisi IX dan atau TA Pimpinan aiau Anggota Komisi 
IX

3. Mcminta database tenaga ahli Komisi IX dan atau tenaga 
ahli Anggota Komisi IX

1. Membuat form invcntarisasi isu yang nanlinya form ini 
akan diisi minimal olch tenaga ahli komisi dan tenaga 
ahli pimpinan Komisi IX



No Kcgiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Ketcrangan Teknis
7.1. 2. 3. 4.

IX dan panduan 
pcngisian form

2. Mcrcvicw anggaran- 
anggaran milra kerja 
utama pada komisi IX

3. Mcmbuat formal form 
invcnlarisasi isu dan 
panduan pcngisian form

4. Mcnycbarkan form 
daftiir in\’cnUirisa.si isu
komisi IX

2. Format form dapat dikonsultasikan langsung dengan 
Sekrclarial Komisi IX dan terbuka untuk kritik dan saran

3. Sctelah format form sudah fixed form akan disebarkan 
kepada TA Komisi IX dan TA Pimpinan. Apabila 
kondisi nienningkinkan, form juga akan disebarkan 
kepada piiiak-pihak lain yang dianggap pcrlu

4. Pembuatan dan penyebaran form mcngacu pada 
iinimasa yang iclah dibual.

3. Sosiaiisasi dan 
Verifikasi hasil form

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

2. Pembuatan maleri 
prescnlasi lenlang tusi 
pusat kujian anggaran

3. Mempresentasikan tusi 
PKA

4. Wawancara alau tanya 
jawab mengenai hasil 
pcngisian form

- Media prcsenlasi 
tusi PKA

- Form isu yang tclah 
lerisi

1. Maleri yang dibual dalam bentuk power point yang lidak 
Icbih dari 10 slide

2. Proses presentasi tusi PKA dan wawancara verifikasi 
hasil form diupayakan untuk dilaksanakan dalam satu 
pcrlcmuan besar dengan scluruh TA Komisi IX dan TA 
Pimpinan Komisi IX

3. Prescnlasi bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada TA mengenai tugas dan fungsi PKA. Sehlngga 
TA dapat mcminta banluan kepada PKA dalam tugas* 
tugas tcrkail penyusunan APBN

4. Pcngumpulan form 
data APBN yang 
dibutuhkan PKA
untuk analisis 
mcndatang

1. Konsultasi dan 
koordinasi dengan
mentor

2. Mcngumpulkan data 
yang rclcvan untuk 
analisis mendatang

3. Melakukan penyusunan 
database data APBN 
milra kerja komisi IX |

- Dokumcn data
APBN mitra kerja 
Komisi IX

- Produk Referensi
data komisi IX

1. Berdasarkan analisis form yang telah diisi pclaksana 
mcngumpulkan data yang diperlukan untuk membual 
produk PKA yang diperlukan bag! Komisi IX

2. Data yang tclah didapatkan dari Sckrclariat Komisi IX 
akan dikumpulkan dalam sebuah database dan dapat 
digunakan untuk PKA pada masa yang akan dalang

3. Data yang telah dikumpulkan akan dibuatkan produk 
referensi dengan tema tertentu



BAGIAN VII. 
JADWAL KEGIATAN

No

1.

2.

Kegial;)ii/ 
Tahapan Kcgialan

Koordinasi dengan 
Sekretariat Komisi IX 
perihal linimasa progi'am

a) Konsuluisi dan 
koordinasi dciigan 
mentor

b) Mencari konlak

sekretariat komisi IX

JUNI JULl

c) Menghuhiingi konlak 
sekretariat komisi IX 
untuk mcncnuikan 
waklu pcricmuan

d) Bertemu dengan 
konlak sckixiarial 
komisi IX iiniiik 
memaparkaii agenda 
program

e) Membiial daiabaso 
konlak tenaga ahli 
komisi

Membnai form dafiar 
invenlarisasi isii APBN 
komisi IX dan pandiian 
pengisian Ibrm

a) KonsuUasi dan 
koordinasi dengan 
mentor

b) Mereview angguran- 
anggaran miii'a kerja 
Utamu pada komisi IX

c) Meniluial rormal Ibrm 
invenlarisasi isu ».!an 
pandnan pengisian form

VoL-i* •

AGUSTUS SEPT
m



No

3.

4.

5.

Kegiatjm/ 
Tahapan Kcgiatan

d) Menyebji’kan Ibrm 
dafiar irn'cnUii’isasi iMi 
komisi IX

Sosialisasi dan Vcrifikasi 
basil form

a) Konsuluisi dan 
koordiiiasi dcnaaii 
mentor

b) Pembiialaii malcri
preseniasi iciuang Ui.si 
pusat kalian anggaran

c) Memprcsenla.sikan iiisi 
PKA

d) Wawancara aiaii ian\a

jawab incngcnai basil 
pengisian form 

Pengumjii! :ai Ibnn data 
APBN yang dibuiiibkan 
PKA unliik analisis 
mendaiang

a) Konsi)!' isl dan
kooi^ i:isi ilcngan 
meniui-

b) Mengumpulkan dau
yang talcvan nntiik 
analisi' mcndaiang

c) Melaku!- .ai pcn\ usiinan 
dala'->a .• daia APBN 
mitra l.arja komisi iX

PenyusLinai; laporan 
keglatan

a) Melakuk.ifi koordinasi 
dencan monior

b) Melal u: .n ivkapilulasi 
lampicaa ouipu!

c) Melai :ii pcmilisan 
lapoiai

d)McIaki:! •\ poncciakan
laponn

JUNl AGUSTLIS SEPT

A',7



LAMPIRAN 3
Laporan Kegiatan Pertemuan



Liiponin Pertcniuan Koordinasi dengan Komisi IX

Peserta

Tanggal

Waktu

Tempat

: Minarni. S.H. dan Fajri Ramadhan, S.E. 

:29 Juni 2018 

: 14.00-14.30

: Ruang Sekretariat Komisi IX

CATATAN/KESIMPULAN;

1. Kepala Bagian Seki-etaiial Komisi IX bersedia untuk ikut serta pada kegiatan aktualisasi yang 

dilaksanakan oleh Fajri Ramadhan, S.E. Kegiatan aktualisasi berjudul: “Inventarisasi Isu 

Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan Komisi IX DPR RI”.

2. Kepala Bagian Sckrciariai Komisi IX meminta agar rancangan aktualisasi dikirimkan kepada 

beliau melalui media elekironik

3. Kepala Bagian Sekivtariai Komisi IX menugaskan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX 

Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan untuk membantu pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi.



LAMPIRAN 4
Potongan gambar percakapan dengan 

KabagSet Komisi IX



Ill TELKOMSEL ^ 15.52

Ibu Minarni Komisi 9
ClMiPC<^8 (|1

® 23% |_D'

□a (5»

Fri, 29 Jun

Asaalamualaikum Bu Minarni. Saya Faj'ri 
Ramadhan Analis APBN BK DPR Rl, izin 

tanya Bu, apakah hari ini jam stgh 11 

siang Ibu ada di kantor? Melalui pesan 

ini, saya dan Pak Slamet Widodo (Analis 

APBN) hendak menemui Ibu untuk 

diskusi mengenai APBN pada mitra 

kerja komisi 9. Atas perhatiannya saya 

mengucapkan terima kasih Bu. J

Abis jum'atan a] ya 

Sy Ig diluar ktr

Siap baik bu kalau begitu. Terima kasih 

sebelumnya bu 'J9 V/

OkA

+

Maaf bu izin tanya, apakah nanti Pak 

Slamet dan saya dapat menemui Ibu 

jam stgh 2 di Komisi 9 ya Bu? Terima 

kasih banyak Bu , q

Thu, 12 Jul

Accalami im Rii mnhnn maaf



LAMPIRAN 5
Format awal form inventarisasi isu 

(Contoh: Isu Kesehatan)



Unit Kerja
Tujuan Pembuatan Form

Panduan Pengisian Form

Contact Person

Form Inventarisasi Isu Komisi IX

Pusat Kajian Anggaran
1. Meningkatkan pelayanan kepada Komisi IX DPR RI
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi produk Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan kebutuhan Komisi IX DPR RI
3. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dan Komisi IX DPR RI

1. Form terdiri atas 3 bagian label yang dibagi berdasarkan jangka waktu isu yaitu: jangka pendek (kurang dari 1 tahun,l sampai 
3 tahun dan lebih dari 3 tahun)

2. Tabel terdiri dari 6 kolom yaitu Nomor. Isu, Jenis Isu, Ketersediaan data, output yang diharapkan, dan keterangan tambahan
3. Koiom Isu diisi dengan hal-ha! yang menjadi isu pada Komisi IX yang terkait dengan analisis APBN. Isu yang dicantumkan 

dapat mencakup isu pada kementerian/lembaga secara umum yang menjadi counterpart Komisi IX atau suatu kegiatan dan 
kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah

4. Kolom Jenis Isu diisi dengan detil isu pada kolom isu. Jenis isu terdapat 2 jenis yaitu isu kesehatan dan isu ketenagakerjaan. 
Kolom isu juga dapat diisi oleh isu-isu Iain yang masih terkait dengan cakupan kerja Komisi IX

5. Kolom ketersediaan data diisi dengan kondisi ketersediaan data terkait isu. Data yang dimaksud pada kolom bertujuan untuk 
mempermudah pembuatan output oleh pusat kajian anggran

6. Kolom output yang diharapkan diisi dengan jenis output pusat kajian anggaran. Secara umum terdapat beberapa jenis output 
seperti:
a. Buku: bentuk tulisan dengan jumlah halaman minimal 50 halaman mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara 

komprehensif
b. Analisis: bentuk tulisan dengan jumlah halaman maksimal 12 halaman mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara 

umum
c. Referensi: bentuk tulisan dengan jumlah halaman maksimal 15 halaman yang memaparkan data-data mengenai suatu topik 

tertentu
7. Kolom keterangan tambahan diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperkuat penjelasan atas kolom-kolom 

lain
Fajri Ramadhan (081381923273)



I. Isu Jangka Pendek (kurang dari 1 tahun)

No Isa

Jenis Isa
(Kesehatan/Keten
agakerjaan/Lain-

lain)

Ketersediaan data dari 
kementerian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yaog 
diharapkan Keterangan Tambahan

1, 2. 3. 4. S. 6.
1 Isu Dukungan APBN dalam 

pencegahan penyakit (vaksin)
Isu Kesehatan Buletin Karena isu vaksin kembali 

mencuat, buletin APBN dapat 
dibuat untuk memberikan reviu 
singkat dukungan APBN dalam 
pengadaan vaksin. Buletin juga 
bertujuan untuk menunjukkan 

keberhasilan vaksin dalam 
mencegah penularan penyakit- 

penyakit tertentu
2

3

4



No Isa

Jenu Isa
(Kesehatan/Keten
agakerjaaa/Lain-

laio)

Ketersediaan data dari 
kementerian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yang 
diharapkan Keterangan Tambaban

1. 2. 3. 4. 5. 6.
5

II. 1st! Jangka Menengah (1 sampai 3 tahun)

No Isu

Jenis Isu
(Kesebatan/Keten
agakerjaan/Lain-

lain)

Ketersediaan data dari 
kementerian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yang 
diharapkan Keterangan Tambaban

1. 2. 3. 4. 5. 6.
I Target RPJMN prevalensi merokok 

penduduk usia dibawah 18 tahun 
yang belum tercapai pada tahun
2016 dan 2017

Isu Kesehatan Analisis Isu ini menjadi penting karena 
selama 2 tahun berturut-turut 

target RPJMN ini belum 
tercapai. Pembahasan isu 

mencakup minimal dukungan 
anggaran dari ditjen P2P 

Kementerian Kesehatan dan 
kendala yang dialami 

Kementerian Kesehatan.
2 Target RPJMN prevalensi obesitas 

pada penduduk usia diatas 18 tahun
Isu Kesehatan Analisis Isu ini menjadi penting karena 

selama 2 tahun berturut-turut



No Isu

Jents IsD
(Kesehatan/Keten
agakerjaan/Lain-

ialn)

Ketersedlaan data dari 
kemeDterian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yaug 
dibarapkan Keterangan Tambahan

1. 2. 3. 4. 5. 6.
yang belum tercapai pada tahun
2016 dan 2017

target RPJMN ini belum 
tercapai. Pembahasan isu 

mencakup minimal dukungan 
anggaran dari ditjen P2P 

Kementerian Kesehatan dan 
kendala yang dialami 

Kementerian Kesehatan.
3

4

5

III. Isu Jangka Panjang (lebih dari 3 tahun)



No Iso

Jenis isn
(Kesehatao/Keteo
agakerjaan/Lain-

lain)

Ketersediaan data dari 
keroeoterian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yang 
diharapkan Keterangan Tambahan

1. 2. 3. 4. 5. 6.
I Evaluasi penggunaan dana Cukai 

Hasil Tembakau (CHT) untuk 
peningkatan kualitas kesehatan 
Indonesia

Isu Kesehatan Buku Kebijakan Cukai utamanya 
merupakan alat untuk 
mengendalikan perilaku 
masyarakat dan 
mengkompensasi eksternalitas 
negatif. Isu ini perlu diangkat 
untuk mendalami kebijakan CHT 
dan pengaruhnya untuk 
mengkompensasi eksternalitas 
negatif akibat rokok.

2 Pembuatan form database detil 
program kerja couruerpari Komisi IX

Isu Kesehatan Database Database ini merupakan 
pengembangan dari database 
yang telah dikembangkan Pusat 
Kajian Anggaran.

3 Evaluasi 5 tahun BPJS Kesehatan Isu Kesehatan Buku Sebagai program perlindungan 
sosial universal, BPJS Kesehatan 
berperan penting dalam 
menjamin kesehatan masyarakat 
Indonesia. Evaluasi akan 
dititikberatkan pada performa 
keuangan, performa operasional, 
dan indikator-indikator lainnya 
yang relevan.

4



No Isu

JenU Iso
(Kesehatan/Keten
agakerjaan/Lain-

lain)

Ketersediaan data dari 
kemeoterian/Lembaga 

terkait (Ada/Tidak)

Output yaug 
diharapkan Keterangan Tambaban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

5



LAMPIRAN 6
Media presentasi produk Pusat Kajian

Anggaran



PUSAT KAJiAN ANGGARAN

dADAN KEAHLIAN DPR Ri

Sekilas tentang Pusat Kajian Anggaran 
Pusat Kajian Anggaran actatoh uilah satu pusat pada Badan Koahllan DPR Rt. Pusat 

Ini mempunyal tugos untuk mendukung kalancaran palaksonaon wewanang dan 
tugas DPR RI di bidang perancongan APBN. Dalam mendukung tugosnyo, Pusat 
Kajian Anggaran dibagi menjadi 4 bidang sesual struktur APBN yaliu; 1} Bidang 

Perenconoan don AsumsI EkonomI Mokro; 2) Bidang Belonjo Pemerintah Pusot;5) 
Bidang Betanja Transfer ke Doerah dan Dana Desa, dan 4} Bidang Pendapotan 

dan Pembtoyoan

'Ijefererrsl adalah produk tuihson kumpuian 
.data dengan twno tertontu. Perfaedoon 

.fantara produk ini dengan Arnslisls APBN 
, i^daloh produk Inl tebih menitikberotkan 

""emaparan tren data, semerrtaro Anallsis 
v»nPBN menitikberotkan pendaloman anolbls.

Produk Buku
Buku adalah produk tullson mengencl suatu 
tema yang dibohos secara komprehensif. 
Buku yong dibuot umumnyo berdosarkart 
data primer yang didapat Pusat Kajian 
Anggaran melalui tinjauan fapongon ke 
daerah

NEWS Buietin odaiah produk tulisan mengenal 
•konomi atau APBN yang sifatnya 
ftentemporer. Buietin disusun dalam jangko 
Viioktu 1-2 minggu dengon kisoran 2000

m
*; lllul,t LKtu £o*t iPfe



LAMPIRAN 7
Form inventarisasi isu final yang telah

terisi



Rekapitulasi Isu APBN Komisi IX
Pusat Kajian Anggaran. Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak terkait di Komisi IX, terdapat beberapa isu yang 

kedepannya dapat menjadi tema produk Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI 
sebagai berikut:

No Isu

Jenis Isu
(Keseliatan/Kctcn
agakcrjaan/Lain-

lain)

Pcngusul Tanda Tangan 
Pcngusul

1 Indikator ketenagakerjaan dan
anggaran Kemcntcrian
Ketcnagakcijaan pada Pagu Indikatif 
dan RAPBN 2019

Isu
Ketenagakerjaan

Staf Tenaga Ahli Komisi
IX bidang 
ketenagakerjaan

2 Komparasi target kinerja mengenai 
penyebaran penyakit (target utamanya 
pada Ditjen P2P) dengan SDGs.

Isu Kesehatan Staf Tenaga Ahli Komisi 
IX bidang kesehatan t

<

3 Rekapitulasi data anggaran
Kementerian Kesehatan pada tingkat 
kegiatan hingga aktivitas utama

Isu Kesehatan Staf Tenaga Ahli Komisi 
IX bidang kesehatan

T------------------

4 Penggunaan Cukai Basil Tcmbakau
untuk anggaran kesehatan

Isu Kesehatan Staf Tenaga Ahli Komisi 
IX bidang kesehatan

v
5 Evaluasi kinerja BPJS Kesehatan Isu Kesehatan Staf Tenaga Ahli Komisi 

IX bidang kesehatan
/—

6
K€Sc^(AV^^'^

Pr^

Aw,??*!*- Pf7'1' ,l'1
Chfo- sy

\

/fVl.
7 ApO^ 9rii . pi.

\j0, ‘̂^1 )

h

. fA ■
8



LAMPIRAN 8
Foto Pertemuan Dengan Koordinator Staf 

Tenaga Ahli Komisi IX



^ I!5 |r \
\\\ 1

■

Pertemuan Pelaksana Aktualisasi dengan Koordinator StafTenaga Ahli Komisi IX Bidang
Ketenagakerjaan

Pertemuan Pelaksana Aktualisasi dengan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX Bidang
Kesehatan



LAMPIRAN 9
Folder data anggaran Komisi IX
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LAMPIRAN 10
Produk referensi anggaran 

ketenagakerjaan Komisi IX



Refercnsi mengenai Anggaran Ketenagakerjaan dalam Rangka Pembahasan Anggaran
TA 2019 di Komisi IX

I. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) Indonesia pada bulan Februari 2018 adalah sebesar 5,13 person atau sebesar 6,87 

juta orang. Sesuai dengan gambar 1, TPT menunjukkan tren penurunan sejak tahun 

2015 dan angka TPT pada Februari tahun 2018 merupakan angka TPT terrendah selama 

5 tahun terakhir.

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014-2018 menunjukkan tren penurunan 
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Sumber: BPS (2018)

Pencapaian angka TPT pada tahun 2018 harus semakin baik pada tahun-tahun kedepan. 
Selain itu pemerintah harus memperhatikan dan melakukan intervensi kebijakan pada 

provinsi-provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi diatas angka TPT nasional. 
Gambar 2 menunjukkan 10 provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi.

Gambar 2. 10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diatas angka TPT nasional pada
tahun 2018

2017 2018

5,72 5,67 5,59

Sumber: BPS (2018)



Selain harus memperhatikan provinsi-provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi, 
pemerintah harus memastikan penurunan TPT berkualitas. Hal ini dengan memastikan 
turunnya tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan menengah hingga tinggi. 
Gambar 3 menunjukkan bahwa penurunan TPT pada tahun 2018 hanya terjadi pada 
penduduk dengan tingkat pendidikan SMP, SD, dan belum pemah sekolah.

Gambar 3. Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan
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II. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia
Pada Nota Keuangan RAPBN 2019, Pemerintah mengidentifikasi 3 tantangan 

ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4:

Gambar 4. Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia

Tantangan Teknologi
Masih banyaknya 

tenaga kerja Indonesia 
di sektor informal

Penggantian tenaga kerja 
dengan skill rendah oleh 

mesin

Oampaknya adalah 
rendahnya daya saing 
tenaga kerja Indonesia 

dibandingkan tenaga kerja 
negara-negara lain dr 

kawasan Asia

Produktivitas tenaga kerja 
informal masih rendah

Ketidakmampuan adaptasi 
tenaga kerja terhadap 

teknologi

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019

Tidakterlindungi oleh 
jaminan sosial

Atas 3 tantangan ketenagakerjaan tersebut, terdapat beberapa hal yang hams menjadl 
perhatian pemerintah:
a. Mengenai kebijakan peningkatan skill tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

dunia usaha, ILO (2017) menyimpulkan bahwa terdapat indikasi permasalahan 

ketidaksesuaian antara kemampuan pekerja dan pekerjaan (mismatch) yang semakin 

meningkat di Indonesia. Atas permasalahan ini, diketahui bahwa terdapat tren 

peningkatan jumlah pekerja berpendidikan dibawah kualifikasi pekerjaan 

(undereducation) dan penurunan jumlah pekerja berpendidikan diatas kualifikasi 
pekerjaan (overeducation) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1;

Lakl -Laki Perempuan Perkotaan

Tahun Pendidikan
diatas rata- 

rata

Pendidikan
dibawah
raia-rata

Pendidikan
diatas rata- 
rata

Pendidikan
dibawah
rata-rata

Pendidikan
diatas rata- 
rata

Pendidikan
dibawah
rata-rata

Pendidikan 
diatas rata- 
rata

Pendidikan
dibawah

2016 23% 16% 14% 21% 24% 12% 14% 24%
2009 21% 11% 16% 18% 30% 12% 11% 15%
2006 30% 9% 21% 14% 36% 9% 21% 12%

b. Berdasarkan BPS (2018) jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor 
informal pada Februari 2018 adalah sebesar 58,22 persen. Jumlah ini tumn dari 
tahun 2017 yang jumlah pekerja informalnya sebesar 58,35 persen. 5 Provinsi 
dengan jumlah persentase penduduk bekerja di sektor informal terbesar adalah 

sebagai berikut pada tabel 2:

Provinsi Persentase Pekeria Informal
Papua 77,58 persen
Nusa Tenggara Timur 76.95 persen
Lampung 73,12 persen
Bengkulu 71,62 persen



Nusa Tenggara Barat 71,51 persen :
Sumber: BPS (2018)

III.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2019, dalam menghadapi tantangan-tantangan 

tersebut pemerintah mengantisipasi melalui 5 kebijakan sebagai berikut pada gambar

Gambar 5. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ketenagakeijaan

Peningkatan s/r/7/tenaga 
kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan 
dunia usaha

Penyesuaian kurikulum 
pendidikan untuk 
mempersiapkan 

Indonesia menuju 
ekonomi digital

Penyediaan akses 
teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK)yang 

merata

Peningkatan literasi 
digital

Pemberian program 
perlindungan sosial 

bagi pekerja informal

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019

Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan 2019

label 3 menunjukkan perbandingan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan antara 

outlook APBN 2018, pagu indikatif 2019, dan RAPBN 2019. Terdapat perubahan 
jumlah anggaran Kementerian Ketenagakerjaan pada pagu indikatif dengan RAPBN 
2019 sebagai berikut:

label 3. Perbandingan antara Outlook 2018, Pagu Indikatif 2019 dan RAPBN 2019 pada Kementerian

No Program Outlook 2018 Pagu Indikatif 
2019 RAPBN 2019

Persentase 
perubahan 

Pagu Indikatif 
dan RAPBN

1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian 
Ketenagakerjaan

378,7 314,3 314,3 0

2 Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Kementerian 
Ketenagakerjaan

59,6 55,5 55,5 0

3 Program Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian
Ketenagakerjaan

84,1 79,1 79,1 0

4 Program Pen ingkatan
Kompetensi Tenaga Kerja 
dan Produklivitas

2.057,9 5.540,7 4.185.1 -24%

5 Program Penempatan dan 
Pemberdayaan Tenaga
Kerja

697,1 750,3 750,3 0



6 Program Pengembangan 
Hubungan Industrial dan 
Peningkatan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja

174,3 170,1 170,1 0

7 Program Perlindungan
Tenaga Kerja dan 
Pengembangan Sistem 
Pengawasan
Ketenagakerjaan

269,7 230,8 230,8 0

Total 3.721,3 7.140,8 5.785,2 -19%
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019 dan Bahan Rapat Kerja Kemnaker

Dari tabel 3 diketahui bahwa hanya program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas yang mengalami perubahan dari pagu indikatif. Tabel 4 disajikan untuk 
mengkomparasikan pagu indikatif dengan RAPBN pada rapat pembahasan APBN. 
Berdasarkan pagu indikatif Kementerian Ketenagakerjaan 2019, berikut rincian 
program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas pada tabel 4:
Tabel 4. Rincian Pagu Indikatif Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

(dalam ribu rupiah)
No Kegiatan

Pengembangan 
Sistem dan 
Pelaksanaan 
Sertifikasi 
Kompetensi ProfesI

Peningkatan 
Kompetensi 
Instruktur dan 
Tenaga Pelatihan

Output/Aktivitas
Utama

4 output:
• Peningkatan SDM 

bidang Sertifikasi 
(PN. Target: 3.000 
orang);

• Tenaga Kerja yang 
disertiflkasi (PN. 
Target: 900.000 
orang);

• Penetapan LSP 
berlisensi (PN. 
Target: 270 
lembaga);

• Penetapan Skema 
Sertifikasi 
Kualifikasi KKNI
dan Okupasi (PN. 

Target: 100 skema).

3 output:
• Calon instruktur 

yang dilatih (PN. 
Target: 308 orang);

• Upgrading 
instruktur 
Pemerintah dan 
Swasta (PN. Target: 
10.230 orang);

• Kompetisi 
Keterampilan 
Instruktur.

Anggaran 
Prioritas 
Nasional (PN)
718.253.400

159.110.000

Anggaran
Non-PN

30.000.000

Total
Anggaran

718.253.400

189.110.000



Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pelatihan Kerja dan 
Produktivitas

Pengembangan dan
Peningkatan
Penyelenggaran
Pemagangan
Dalam dan Luar
Negeri

6 output:
• Kerjasama 

perusahaan dengan 
lembaga pelatihan 
(PN. Target: 200 
perusahaan);

• Pengembangan 
Keahlian/Skill 
Development 
Center (PN. 14 
lokasi);

• Pengembangan 
Sarana dan 
Prasarana BLK 
dan LPK (PN. 90 
BLK);

• Pengembangan 
Pola Pendanaan 
Pelatihan/Skill 
Development 
Fund(PN. I 
forum);

• Akreditasi LPK;
• Mutu Pengelolaan 

Lembaga 
Pelatihan.

4 output:
• SDM stakeholder 

pemagangan
dalam dan luar 

negeri yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya (PN. 
Target: 4.000 
orang);

• Peserta yang 
mengikuti 
pemagangan 
dalam negeri dan 
mandiri (PN. 
Target: 433.000 
orang);

• Perusahaan yang 
melaksanakan 
pemagangan 
dalam
negeri (PN. 
Target: 4.000 
perusahaan);

• Peserta yang 
mengikuti 
pemagangan luar 
negeri (PN. 
Target: 6.000 
orang).

672.710.000

397.765.000

26.009.990 698.719.990

397.765.000



Pengembangan dan
Peningkatan
Produktivitas

Pengembangan 
Standardisasi 
Kompetensi Kerja 
dan Pelatihan Kerja

Dukungan 
Manajemen dan 
Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen 
Binalattas

4 output:
• Calon wirausaha 

baru yang dilatih 
(PN. Target: 
20.000 orang);

• Peningkatan 
Kompetensi kader 
produktivitas (PN. 
Target: 1.705 
orang);

• Unit usaha yang 
dibina (PN.
Target: 2.100 
perusahaan);

• Pelatihan 
Peningkatan 
Produktivitas (PN. 
Target: 20.000 
orang).

4 output
• Pelatihan berbasis 

kompetensi (PN. 
Target: 550.000 
orang);

• Pembinaan dan 
penetapan SKKNI 
(PN. Target: 150 
SKKNI);

• Penetapan 
program pelatihan 
(PN. Target: 275 
program);

• Partisipasi 
Indonesia dalam 
ajang kompetensi 
Keterampilan 
ASEAN.

3 output:
• Layanan 

Perkantoran;
• Layanan Dukungan 

Manajemen
Eselon I;

• Layanan Internal.

Total Anggaran

151.518.000

3.008.899.600 28.800.000

347.637.356

5.108.256.000 432.447.346 5.540.703.346

151.518.000

3.037.699.600

347.637.356

Sumber: Bahan Rapal Keija Kemnaker
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Daftar pertanyaan untuk pimpinan Komisi IX pada saat pcmbahasan APBN Induk
Kementerian Ketenagakerjaan

1. Angka TPT mengalami tren penurunan tiap tahunnya sejak tahun 2015, bagaimana 
intervensi kebijakan Kemnaker agar angka penurunan TPT tetap konsisten tiap tahunnya?

2. Terdapat 10 provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi. Apa penyebab masih tingginya 
angka TPT pada 10 provinsi ini? Diketahui bahwa provinsi dengan angka TPT tertinggi 
adalah Provinsi Jawa Barat dengan angka TPT sebesar 8,16 persen dan disusul oleh Provinsi 
Banten dengan angka TPT sebesar 7,77 persen. Mengapa 2 provinsi ini yang notabene masih 
terletak di Pulau Jawa, angka TPT nya tertinggi di Indonesia?

3. Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker agar angka TPT pada 10 provinsi ini turun?
4. Angka TPT tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan 

menunjukkan terdapat penurunan TPT pada tingkat pendidikan SMP, SD, dan belum pernah 
sekolah. Namun terdapat peningkatan TPT pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Akademi, 
dan Universitas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker 
agar penurunan TPT juga terjadi pada tingkat pendidikan menengah hingga tinggi?

5. Dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan program vokasional (terlihat pada pidato 
Presiden tanggal 16 Agustus 2018), bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker pada tahun 
2019 untuk mengurangi TPT pada tingkat pendidikan SMK?

6. Sejak tahun 2006 hingga 2016, terdapat tren peningkatan mismatch antara kemampuan 
pekerja (pendidikan) dengan pekerjaan. Mismatch ini terutama terjadi pada perempuan dan 
pada lokasi pedesaan. Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker atas permasalahan ini?

7. Hingga tahun 2018 diketahui bahwa proporsi pekerja informal Indonesia masih tinggi yaitu 
sebesar 58,22 persen. Provinsi dengan Jumlah tenaga kerja informal terbanyak adalah 
Provinsi Papua dengan proporsi tenaga kerja informal sebesar 77,58 persen. Bagaimana 
intervensi kebijakan Kemnaker untuk mengurangi Jumlah pekerja informal di Indonesia dan 
pada provinsi-provinsi tertentu yang Jumlah tenaga kerja informalnya masih tinggi? (diatas 
70 persen)

8. Program Kemnaker selain program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas 
tidak berubah antara pagu indikatif dengan RAPBN 2019. Apakah memang tidak ada 
perubahan Juga dalam hal aktivitas dan outputnya?

9. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas mengalami perubahan dari 
Rp5.540,7 Milyar menjadi Rp4.185,1 Milyar. Bagaimana perubahan output pada program 
ini?
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LAMPIRAN 14
Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor



KAf^Tl' BIMBINGAN AKTl ALISASI MKNTOR

Nama Peseria 

NIP
Unit Kerja 

Jabatan

Isu

Fajri Ramadhan. S.E.
199402232018011003
Pusat Kajian Anggaran
Calon Analis APBN Ahli Pertama
Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat 
Kajian Anggaran Dengan Komisi IX DPR R1

1) Kegiatan 1 ; Konsultasi dengan pimpinan

Penyelesalan Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan I. Mengagendakan pertemuan
dengan pimpinan

2. Konsultasi terkait pelaksanaan 
aktualisasi

(9w/pw/Kegiatan 1. Surat keterangan
Terhadap Pemecahan melaksanakan kegiatan
Isu aktualisasi
Keterkaitan Substansi 1. Akuntabilitas
Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Seiaras dengan keterkaitan
Tusi organisasi substansi niata pelatihan, kegiatan

konsultasi dengan pimpinan 
berkontribusi dalam mewujudkan 
visi pusat kajian anggaran yang 
akuntabel

Penguatan Nilai Kegiatan konsultasi dengan
Organisasi pimpinan memenuhi nilai

professional pada nilai organisasi 
Setjen dan BK DPR RI. Dengan 
perwujudan nilai akuntabilitas, 
maka nilai professional organisasi 
semakin menguat



2) Kegiatan 2 : Perencanaan kegiatan inventarisasi data APBN Komisi IX

Penyelesatan Kegiatan Catalan
Mentor

Tanggal/Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor
terkait dokumen rancangan 
kegiatan

2. Mempelajari isu-isu umum 
pada komisi IX dari internet

3. Pembuatan dokumen rancangan 
perencanaan kegiatan

A.

Output Kegiatan 1. Dokumen perencanaan
Terhadap Pemecahan kegiatan inventarisasi data
Isu A
Keterkaitan Substansi 1. Komitmen Mutu;
Mata Pelatihan 2. Akuntabilitas;
Kontribusi terhadap 1. Perencanaan yang baik dapat
Tusi organisasi berkontribusi mewujudkan visi

Pusai Kajian Anggaran yang 
professional. Hal ini karena 
perencanaan berperan penting 
dalam mewujudkan 
profesionalitas organisasi

PenguatanNilai 1. Serupa dengan kontribusi
Oraanisasi terhadap visi Pusat Kajian

Anggaran yang professional, 
kegiatan perencanaan yang 
baik dapat memberikan 
penguatan nilai professional 
pada organisasi

y'



3) Kegiatan 3 : Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program

Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor
Tanggal/

Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dan koordinasi
dengan mentor

2. Mencari kontak sekretariat 
komisi IX

3. Menghubungi komak 
sekretariat komisi IX untuk 
menentukan waktu pertemuan

4. Bertemu dengan kontak 
sekretariat komisi IX untuk 
memaparkan agenda program

5. Membuat database kontak 
tenaga ahli komisi

Mentor ikut dalam koordinasi

dengan KabagSet Komisi IX.
KabagSet Komisi IX sepakat

untuk berpartisipasi pada
kegiatan aktualisasi

Ouipul Kegiatan 1. Dokumen laporan kegiatan
Terhadap Pemecahan pertemuan
*su 2. Dokumentasi foto pertemuan
Keterkaitan Substansi 1. Etika Publik;
Mata Pelatihan 2. Whole of Government

Kontribusi terhadap 1. Kegiatan koordinasi selaras
Tusi organisasi dengan visi pusat kajian

anggaran yang hendak 
mewujudkan pusat kajian 
anggaran yang andal melalui 
koordinasi dan integrasi.

Penguatan Nilai 1. Koordinasi yang baik untuk
Organisasi mencapai tujuan merupakan

salah satu cara untuk 
mewujudkan nilai 
profesionalisme



4) Kej'iatan 4 : Mcmbuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan 

pengisian form

Pcnyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Tanggal
/Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dan koordinasi
dengan mentor

2. Merevicw anggaran-anggaran 
mitra kerja utama pada komisi
IX

3. Membuat format form 
inventarisasi isu dan panduan 
pengisian form

4. Menyebarkan form daflar 
inventarisasi isu komisi IX

Terdapat arahan dari mentor
untuk mensimplifikasi bentuk

form agar dapat dipahami

pengisi

Output Kegiatan I. Format form inventarisasi isu
Terhadap Pemecahan
Isu
Keterkaitan Substansi I. Komitmen Mutu;
Mata Pelatihan 2. Pelayanan Publik. y
Kontribusi terhadap 1. Kegiatan inventarisasi isu
Tusi organisasi mewujudkan visi pusat kajian

anggaran yang andal. Dengan 
penyediaan analisis yang 
sesuai dengan kebutuhan 
anggota dewan, 
merepresentasikan keandalan 
pusat kajian anggaran

Pengualan Nilai 1. Kegiatan inventarisasi isu
Organisasi menguatkan nilai professional

organisasi Setjen dan BK 
DPRRI



5) Kegiatan 5 : Sosialisasi dan Vcriiikasi basil form

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor
Tanggal/

Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan 1. Konsuliasi dan koordinasi
dengan mentor

2. Pembuatan materi presentasi 
tentang tusi pusal kajian 
anggaran

3. Mempresentasikan tusi PKA
4. Wawancara atau tanya jawab 

mengenai basil pengisian form

Output Kegiatan 1. Media presentasi tusi PKA
Terhadap Pemecahan 2. Fonn isu yang telah terisi
Isu

Keterkailan Substansi 1. EtikaPublik;
Mata Pelatihan 2 Pe]ayanan Pubnk

Kontribusi terhadap 1. Sosialisasi menguatkan visi
Tusi organisasi pusat kajian anggaran yang

andal. Diharapkan dengan 
sosialisasi yang jelas dapat 
menguatkan koordinasi dan 
integrasi pusat kajian anggaran 
dengan Alat Kelengkapan 
Dewan (AKD)

Penguatan Nilai 1. Sosialisasi menguatkan nilai
Organisasi professional Setjen dan BK

DPR Rl. Sosialisasi yang baik 
merupakan bentuk 
profesionalitas dan pelayanan 
yang baik kejiada anggota 
dewan



6) Kegiatan 6 : Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis 

mendatang

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Tanggal
/Paraf
Mentor

Tahapan Kegiatan

1. Konsultasi dan koordinasi 
dengan mentor

2. Mengumpulkan data yang 
relevan untuk analisis 
mendatang

3. Melakukan penyusunan 
database data APBN milra 
kerja komisi IX

Terdapat 2 tambahan tahapan 
kegiatan yaitu pembuatan 

referensi dan diskusi dengan
Anggota DPR RI Komisi IX

Outpul Kegiatan 
Terhadap Pemecahan 
Isu

1. Dokumen data APBN mitra 
kerja Komisi IX

Tambahan output berupa
referensi data APBN

Ketenagakerjaan Komisi IX. 

Terdapat beberapa masukan

pada referensi APBN yaitu:
memperdalam beberapa 
konsep lain pada

pengangguran. Masukan

mengenai pengangguran di

Jawa Barat dan program
vokasi.

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan

1. Komitmen Mutu;
2. Whole of Govenimenv,

Terdapat tambahan 
implementasi niata pelatihan 

yaitu nasionalisme pada saat 
mengakomodir permintaan

Anggota DPR terkait analisis
APBN

Kontribusi terhadap 
Tusi organ isasi

1. Kegiatan pengumpulan data
APBN komisi IX merupakan 
salah satu langkah kontribusi 
menuju visi Pusat Kajian 
Anggaran yang professional. 
Dengan tersedianya data yang 
andai akan mendukung 
kinerja Pusat Kajian
Anggaran

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. Kegiatan pengumpulan data 
APBN komisi IX menguatkan 
nilai professional Setjen dan
BK DPR RI.



7) Kegiatan 7: Pcnyusunan Laporan Kcgiatan

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Tanggal
/Paraf

Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dan koordinasi

dengan mentor
2. Melakukan rekapitulasi 

lampiran output
3. Melakukan penulisan laporan
4. Melakukan pencetakan laporan

Untuk format pelaporan

mengacu pada arahan coach

Outpia Kegiatan 1. Laporan pelaksanaan kegiatan
Terhadap Pemecahan aktualisasi
Isu
Keterkaitan Substansi 1. Akuntabilitas
Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap 1. Pembuatan laporan kegiatan
Tusi organisasi berkontribusi secara jelas dalam

mewujudkan pusal kajian 
anggaran yang akuntabel

Pengualan "Nilai 1. Pembuatan laporan merupakan
Organisasi implementasi penguatan nilai

akuntabilitas.


